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PENDAHULUAN
FSC oleh banyak LSM dan perusahaan dipandang sebagai sistem sertifikasi terbaik untuk memverifikasi pengelolaan hutan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Namun, saat ini, standar FSC tidak dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur atau memverifikasi kinerja perusahaan Sinar Mas Group (SMG) dan Raja Garuda Emas (RGE), afiliasinya dan mitra-mitra rantai pasok kayu global dalam produksi pulp dan kertas mereka karena:

· [bookmark: _GoBack]Asian Pulp & Paper (APP) - SMG diputus hubungannya (disasosiasi) dari FSC "karena banyaknya informasi publik yang menyatakan bahwa APP terlibat dalam praktik kehutanan yang merusak, yang menjadikannya bertentangan dengan misi FSC di tahun 2007"[footnoteRef:1]. [1:  https://ic.fsc.org/en/what-is-fsc/what-we-do/dispute-resolution/current-cases/asia-pulp-and-paper-app] 

· APRIL - RGE diputus hubungannya dari FSC karena "kegiatan deforestasi skala besar di Indonesia dan menimbulkan dampak sosial dan lingkungan yang negatif terhadap area dengan nilai konservasi tinggi" pada tahun 2013.[footnoteRef:2] [2:  https://ic.fsc.org/en/what-is-fsc/what-we-do/dispute-resolution/current-cases/asia-pacific-resources-international-april ] 


Dalam satu dua tahun terakhir ini FSC, atas permintaan SMG dan RGE, telah berkomitmen untuk mengembangkan "roadmap untuk mengakhiri disasosiasi" dengan APP dan APRIL. FSC kini tengah mengembangkan roadmap tersebut untuk APP; roadmap untuk APRIL akan dikembangkan setelah itu. Setelah roadmap disepakati, dan jika verifikasi independen berikutnya mendapati bahwa persyaratan dan ketentuan dalam roadmap telah dilaksanakan secara memuaskan, FSC akan memutuskan apakah akan mengakhiri disasosiasi. Setelah disasosiasi diakhiri, perusahaan bisa mengajukan sertifikasi FSC atas operasi dan produk mereka.

Pada bulan Juli 2017, FSC membentuk Kelompok Kerja Pemangku Kepentingan (SWG) dari pemangku kepentingan yang berkepentingan untuk membantu mengembangkan roadmap APP. Banyak penulis dokumen ini merupakan bagian dari SWG. Banyak dari kelompok ini telah memantau SMG dan RGE selama hampir dua dekade. Mereka telah mengembangkan Kerangka Verifikasi Kinerja berbasis hasil ini karena kedua perusahaan ini saat ini dikeluarkan dari sistem FSC, karena re-asosiasi kedua perusahaan akan memakan waktu beberapa tahun sampai selesai, dan untuk mendorong pembeli dan pihak lain untuk dapat menilai dan memverifikasi kinerja APP dan APRIL secara mandiri. Dalam mengembangkan Kerangka Kerja ini, penulis telah berkonsultasi dengan LSM-LSM lain dan pelaku sektor swasta utama.

Kerangka Kerja Verifikasi Kinerja ini didasarkan pada tiga Kategori Kinerja – pengelolaan lingkungan yang bertanggungjawab, sosial yang bertanggungjawab, dan tata kelola korporat - masing-masing disertai dengan Kriteria Kinerja dan Indikator Verifikasi (K&I). Kerangka Kerja ini dikembangkan:
· Sebagai alat bagi perusahaan pembeli produk pulp dan kertas serta investor di sektor ini, LSM, kelompok masyarakat dan pihak lain untuk menetapkan persyaratan-persyaratan kinerja spesifik yang dapat diukur untuk kinerja di lapangan dari SMG dan RGE serta untuk memverifikasinya secara independen.
· Sehingga Kriteria & Indikatornya (K&I) dapat digunakan untuk pengembangan roadmap yang rinci untuk mengakhiri disasosiasi FSC dengan APP dan APRIL.
· Oleh karena itu, K&I-nya dapat digunakan dalam proses pengembangan standar nasional FSC dan penyempurnaan standar Pengelolaan Hutan dan Controlled Wood FSC serta pedoman terkait untuk menangani berbagai situasi sosial, ekonomi dan politik (misalnya konflik sosial, kurangnya transparansi, korupsi dan tata kelola hutan yang buruk dan lemahnya aturan hukum dan penegakan hukum) dan kondisi-kondisi ekologis (misalnya gambut) yang bersifat khusus untuk SMG/APP, RGE/APRIL dan Indonesia.
[bookmark: _gjdgxs]
Ada empat bagian dalam dokumen ini.

Bagian I menyajikan K&I di masing-masing dari tiga Kategori Kinerja dan, sebagai referensi, memberikan perbandingan dalam bentuk tabel berisi elemen yang sama (cross-walk comparison) dengan persyaratan FSC untuk sertifikasi penuh pengelolaan hutan (FM) dan untuk Controlled Wood (CW) yang akan membantu upaya mengintegrasikan K&I ke dalam proses roadmap. K&I menetapkan dasar bagi pembeli dan investor untuk dapat menilai dan memverifikasi apakah produsen-produsen produk pulp dan kertas ini telah memenuhi harapan mereka untuk pengelolaan lingkungan, sosial dan tata kelola korporat yang bertanggungjawab dalam kondisi tanpa kehadiran sertifikasi FSC atau jika ada kesenjangan dalam standar FSC.

Bagian II menyarankan agar K&I dapat digunakan untuk proses pengembangan roadmap FSC dan standar nasional, dan menyarankan agar pembeli dan investor juga menggunakan K&I untuk mengembangkan dan mengkomunikasikan apa yang mereka harapkan terkait kinerja SMG dan RGE secara independen. Bagian kedua ini memberikan pedoman dan menyajikan dua pilihan bagi pembeli dan pihak lain untuk menggunakan K&I: 1. untuk mendukung proses roadmap FSC dan 2. untuk menetapkan persyaratan kinerja minimum dan jika sesuai untuk melakukan audit bersama yang independen atau audit pre-competitive untuk memverifikasi kinerja dan menentukan kepatuhan SMG dan RGE dalam memenuhi K&I dalam kondisi tanpa kehadiran sertifikasi FSC atau jika ada kesenjangan dalam standar FSC yang berkaitan dengan kondisi khusus Indonesia yang disebutkan di atas.

Bagian III memberikan standar minimum untuk pelaksanaan audit yang dapat dianggap profesional, ketat, dan independen, dan yang memiliki cakupan dan kedalaman analisis yang memadai sehingga bisa dianggap sebagai dapat diandalkan dan dipercaya.

Bagian IV mencakup daftar istilah.

BAGIAN I. Kriteria Kinerja dan Indikator Verifikasi (K&I)
Cakupan K&I
K&I dirancang untuk diterapkan pada:
· operasi perusahaan pulp dan kertas di Indonesia dari Sinar Mas Group (SMG) dan Raja Garuda Emas (RGE), afiliasi dan mitra rantai pasok kayu global dalam perusahaan-perusahaan saat ini maupun di masa depan di sektor kehutanan, serat, pulp dan kertas, yang dimiliki, dikelola atau disuntik investasi oleh SMG/RGE dan/atau pendiri/eksekutif/direksi mereka, seperti Asia Pulp and Paper (APP) milik SMG dan Asia Pacific Resources International Limited (APRIL) dan Toba Pulp Lestari (TPL) yang berasosiasi dengan RGE.
· operasi pemasok kayu pulp Indonesia ke pabrik-pabrik SMG dan RGE di Indonesia, termasuk semua hutan Tanaman Industri (HTI) atau Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dan area-area lain (PKH, HGU, dll.), serta rantai pasok serat global pabrik-pabrik mereka. Tidak ada indikator yang berkaitan dengan pabrik pulp dan kertas, atau fasilitas produksi - misalnya untuk pembuangan limbah, penggunaan energi atau ketenagakerjaan, kesehatan dan keamanan di tempat kerja di pabrik-pabrik tersebut.
· produksi produk kayu lain dari konsesi yang dimiliki, dikelola atau dikuasai SMG dan RGE.
· konsesi kehutanan yang dimiliki atau dikuasai SMG dan RGE atau para pemasok mereka tapi yang saat ini tidak menyediakan kayu pulp. Misalnya, konsesi yang disisihkan untuk memenuhi komitmen konservasi dan restorasi korporat mereka, yang diproyeksikan untuk menjadi sumber pasokan atau yang operasinya ditangguhkan karena kebakaran atau alasan lainnya. Istilah "konsesi" mengacu pada keseluruhan area di bawah penguasaan lahan yang ditetapkan pemerintah Indonesia, bukan pada area tertentu dari "perkebunan". Yang disebut perkebunan merupakan area yang lebih kecil dalam sebuah HTI yang lebih besar atau konsesi legal lainnya yang juga mencakup hutan, bukan hutan, kawasan konservasi, dan lain-lain serta perkebunan itu sendiri. Persyaratan lingkungan, sosial dan tata kelola korporat yang ditetapkan dalam kerangka kerja ini juga berlaku untuk SMG/RGE serta area konsesi yang lebih luas, bukan hanya area-area perkebunan dari konsesi-konsesi tersebut. Persyaratan-persyaratan ini tidak berlaku untuk area yang berada di luar konsesi, kecuali jika area-area ini merupakan bagian dari program pengelolaan lahan gambut/hutan/restorasi tingkat lanskap yang lebih besar.

Kerangka kerja ini menempatkan tanggung jawab untuk kepatuhan terhadap K&I pada semua titik dalam rantai pasok, termasuk:
· produsen pulp dan kertas yang membeli pasokan serat kayu pulp,
· pemilik/pengelola/pemasok hutan/konsesi yang menyediakan serat itu,
· produsen maupun pemasok, atau
· produsen dan pemilik/pengelola hutan/konsesi yang mungkin tidak memasok serat tetapi terlibat dalam proyek konservasi/restorasi atau komitmen lain yang dibuat oleh produsen.

Perbandingan antara K&I dan Standar FSC
Tidaklah mungkin untuk menghasilkan perbandingan yang setara antara Kerangka Kerja K&I ini dengan standar Pengelolaan Hutan dan Controlled Wood FSC. Standar FSC dirancang untuk diterapkan secara global dan oleh karena itu disengaja dibuat kurang spesifik dibandingkan yang dibutuhkan oleh beberapa situasi yang hendak ditangani oleh K&I ini. Standar FSC lebih umum sedangkan K&I menangani kinerja pengelola hutan dan/atau produsen pulp dan kertas tertentu dan diterapkan hanya pada produsen yang beroperasi di Indonesia di mana standar nasional FSC masih dalam proses pengembangaan.

Mengingat niat penulis agar K&I ini dapat mempengaruhi dan, jika sesuai, diintegrasikan ke dalam standar nasional dan roadmap FSC untuk mengakhiri disasosiasi, penulis telah berusaha untuk menunjukkan hubungan antara K&I dengan standar FSC. Dalam tabel K&I ini:

· Kolom pertama menunjukkan Kriteria. Di bawah masing-masing Kriteria kami memberikan ringkasan penilaian mengenai bagaimana kriteria ini telah dicakup oleh standar Pengelolaan Hutan dan Controlled Wood FSC yang dinyatakan dengan "(seluruhnya) telah tercakup", "sebagian besar telah tercakup" dan "sebagian telah tercakup" - termasuk kasus-kasus di mana suatu Kriteria itu sendiri telah tercakup, namun beberapa dari indikatornya belum sepenuhnya tercakup, atau "tidak tercakup" berdasarkan setiap perbandingan lengkap di kolom ketiga dan keempat.

· Kolom kedua menunjukkan Indikator. Penulis kerangka kerja ini berpendapat bahwa beberapa dari indikator-indikaator ini harus digunakan sebagai indikator dalam proses roadmap FSC disamping menyediakan alat bagi pembeli dan pihak lain untuk menentukan harapan-harapan mereka sendiri dan melakukan audit mereka sendiri. Di bawah masing-masing indikator ini terdapat catatan untuk menunjukkan bagian-bagian (track) dari roadmap yang relevan dengan indikatornya.

· Kolom ketiga membandingkan K&I dengan persyaratan FSC untuk sertifikasi Pengelolaan Hutan secara penuh:
1. Prinsip dan Kriteria FSC (FSC-STD-01-001 V5.2[footnoteRef:3]). [3:  https://ic.fsc.org/en/document-center/id/59 ] 

2. Indikator Generik Internasional (IGI) (FSC-STD-60-004 V1.0[footnoteRef:4]). [4:  https://ic.fsc.org/en/document-center/id/87 Dirancang dalam format generik untuk keperluan adaptasi dan modifikasi agar bisa lebih spesifik terhadap kondisi setempat dalam proses regional, ini masih belum selesai untuk Indonesia. Standar regional lama untuk Indonesia (2013), namun didasarkan pada Prinsip dan Kriteria lama dan dianggap kurang berguna untuk keperluan perbandingan bila dibandingkan dengan IGI saat ini.] 


· Kolom keempat paling kanan membandingkan K&I dengan standar FSC untuk Controlled Wood:
1. Standar CW FSC untuk Usaha Pengelolaan Hutan (FSC-STD 30-010 V2.0)[footnoteRef:5] untuk pengelola hutan yang ingin mengajukan klaim atas hasil hutan yang mereka hasilkan dari lahan hutan yang mereka kelola.[footnoteRef:6]  [5:  https://ic.fsc.org/en/document-center/id/77 ]  [6:  Silakan rujuk juga Catatan Nasihat FSC (10 Juli 2014 roadmap APP) tentang Undang-Undang dan Regulasi Lokal dan Nasional Yang Berlaku untuk Controlled Wood bagi Usaha Pengelolaan Hutan. FSC-ADV-30-010-01 EN https://ic.fsc.org/file-download.applicable-national-and-local-laws-and-regulations-for-controlled-wood-for-forest-management-enterprises.a-456.pdf ] 

2. Persyaratan FSC untuk bahan baku FSC Controlled Wood (FSC-STD 40-005 V3.1)[footnoteRef:7] untuk produsen produk hutan yang ingin mengajukan klaim atas sumber tempat mereka membeli produk. [7:  https://ic.fsc.org/en/document-center/id/170 ] 


Dibandingkan dengan standar Pengelolaan Hutan FSC, persyaratan Standar CW FSC untuk Usaha Pengelolaan Hutan jauh lebih lemah, mereka hanya mensyaratkan unit-unit pengelolaan hutan untuk memverifikasi bahwa mereka tidak terlibat dalam praktik pengelolaan buruk, seperti: pemanenan ilegal; pemanenan yang melanggar hak-hak adat dan hak-hak sipil; pemanenan di unit-unit pengelolaan hutan di mana nilai konservasi tinggi terancam oleh kegiatan pengelolaan; pemanenan di area-area hutan yang dikonversi menjadi perkebunan atau penggunaan non-hutan; atau pemanenan dari hutan-hutan di mana dilakukan penanaman pohon yang dimodifikasi secara genetik. Jika kelima persyaratan tersebut dipenuhi, produk tersebut dapat mengklaim dirinya sebagai "controlled wood".

Meskipun perbandingan yang kami lakukan menunjukkan bahwa dalam banyak kasus standar FSC "sebagian besar atau sebagian telah mencakup" K&I yang disajikan dalam dokumen ini, analisis kami adalah bahwa, karena standar FSC bersifat generik, dan dalam kasus CW kurang komprehensif, K&I mendukung dan dalam kasus-kasus tertentu melampaui standar FSC dengan memberikan spesifisitas yang diperlukan untuk menilai dan memverifikasi kinerja APP/SMG dan APRIL/RGE dalam konteks Indonesia. Dan, sebagaimana dijelaskan di atas, jika dalam hal tidak ada FSC atau apabila standar FSC tidak mencakup area-area kinerja utama, K&I juga dapat digunakan sebagai alat penilaian dan verifikasi itu sendiri.
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Kategori Kinerja 1: Pengelolaan Lingkungan yang Bertanggung Jawab
	Pengelolaan Lingkungan yang Bertanggung Jawab

Produsen pulp dan kertas memastikan bahwa serat kayu hanya berasal dari sumber di mana pemilik konsesi, pengelola dan kontraktor pemasok menunjukkan pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab dan menerapkan tindakan-tindakan yang membawa hasil nyata di lapangan yang memenuhi kriteria dan indikator berikut:
	Perbandingan dengan Standar FM atau Controlled Wood FSC

Ketika K&I membahas "serat yang berasal dari pemasok" dan diarahkan pada tindakan-tindakan pengelola hutan, perbandingannya menggunakan dua standar FSC FM dan standar FSC CW 30-010. Ketika K&I membahas terus berlanjutnya pembelian pasokan oleh produsen pulp & kertas yang membeli pasokan dari pengelola hutan, perbandingannya menggunakan standar FSC CW 40-005.



	Kriteria Kinerja
	Indikator Verifikasi
	Perbandingan dengan Standar FSC FM
	Perbandingan dengan Standar FSC CW

	Seluruh kawasan hutan alam dalam konsesi diidentifikasi dan dizonasi untuk perrlindungan

Sebagian besar telah dicakup oleh standar FSC FM

Sebagian telah dicakup oleh standar FSC CW
	Kawasan hutan alam dalam konsesi dipetakan dan disetujui berdasarkan Toolkit Pendekatan Stok Karbon Tinggi[footnoteRef:8] sebelum dimulainya (atau dimulainya kembali) operasi kehutanan atau konservasi/restorasi dan laporan serta peta digital disediakan untuk pemantauan independen. (indikator ini mempengaruhi Track 3 & 4 roadmap APP) [8:  Gunakan toolkit terbaru yang dipublikasikan di http://highcarbonstock.org/the-hcs-approach-toolkit/. Kualitas peta telah dikonfirmasi oleh Proses Tinjauan Kualitas Pendekatan HCS: http://highcarbonstock.org/hcs-approach-quality-review-process/   ] 


Kawasan hutan alam yang akan dilindungi atau dikelola oleh pemegang hak masyarakat di bawah rezim pengelolaan lain (seperti berburu, pengumpulan HHBK, penebangan berdampak rendah, dll.) dipetakan dan disetujui bersama pihak yang berkepentingan dan terkena dampak dan dengan persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PEDIATAPA) dari pemegang hak (indikator ini mempengaruhi Track 3 & 4 roadmap APP)

Kawasan hutan dan rencana yang disetujui untuk perlindungan kawasan hutan alam dan untuk rezim pengelolaan hutan lainnya tercermin dalam dokumen perencanaan resmi (RKU, RKT) dan pihak-pihak yang berkepentingan dan terkena dampak diinformasikan. (indikator ini mempengaruhi Track 3 & 4 roadmap APP) 

Seluruh kawasan hutan alam dalam konsesi tetap dilindungi (indikator ini mempengaruhi Track 3 & 4 roadmap APP)  
	Tidak ada ketentuan yang jelas dalam P&C FSC v5.2 atau di IGI v1.0 yang serupa dengan 1.1.1 mengenai "hutan alam" kecuali yang berkaitan dengan K6.5 & 6.9 (Organisasi tidak boleh mengkonversi hutan alam) dan K6 .10 (Konversi dari hutan alam tidak memenuhi syarat). Tidak ada persyaratan yang mewajibkan hutan alam untuk dipetakan dan diidentifikasi berdasarkan rencana penggunaan Toolkit HCSA, atau untuk dilindungi secara penuh.

Tempat dalam standar FSC di mana "hutan alam" dapat diidentifikasi dan dilindungi atau dikelola adalah dalam K9.1, 9.2 dan 9.3. Ini membutuhkan penilaian HCV dan adalah mungkin "hutan alam" dapat diidentifikasi sebagai HCV (2, 3, 4, 5, atau 6) di beberapa tempat, terutama jika mereka langka atau penting secara kultural. Namun, mereka tidak secara eksplisit dirujuk dalam definisi. Definisi HCV 2 mengacu pada "lanskap hutan utuh dan ekosistem tingkat lansekap yang besar* dan mosaik ekosistem yang penting di tingkat global, regional atau nasional". Ini lebih dari sekadar satu bagian dari hutan alam di bentang alam. K9.2 dan 9.3 membutuhkan strategi yang efektif berdasarkan konsultasi sebelum pengembangan. Tidak ada rujukan ke PEDIATAPA pemegang hak.

	Standar CW 30-010 dan 40-005 mewajibkan agar kayu tidak dipasok dari daerah "di mana nilai konservasi tinggi terancam oleh kegiatan pemanenan." Tidak ada rujukan ke hutan alam, Pendekatan Stok Karbon Tinggi atau ke pemetaan.

Penekanannya adalah pada pemetaan dan pengidentifikasian “nilai-nilai konservasi tinggi yang terancam.” 

	Kawasan hutan alam dalam konsesi tidak terdeforestasi, dikonversi menjadi penggunaan lain, atau terdegradasi.

Sebagian besar telah dicakup oleh standar FSC FM

Sebagian telah dicakup oleh standar FSC CW
	Kawasan hutan alam di dalam konsesi tidak terdegradasi atau dikonversi menjadi perkebunan atau tanaman lainnya oleh pemegang konsesi atau pihak ketiga.[footnoteRef:9] (indikator ini mempengaruhi Track 3 & 4 roadmap APP) [9:  Dengan pengecualian bahwa deforestasi atau degradasi hutan yang ditimbulkan manusia untuk penggunaan skala kecil intensitas rendah oleh pemegang hak untuk memenuhi kebutuhan mata pencaharian dasar dapat dilakukan di area yang telah diidentifikasi, dipetakan dan disepakati sebelumnya bersama pemegang hak dan telah diverifikasi oleh pengamat independen.] 


Jalan-jalan, kanal atau infrastruktur baru lainnya tidak dibangun di hutan alam atau di kawasan yang disisihkan untuk perlindungan. (indikator ini mempengaruhi Track 1, 3 & 4 roadmap APP)

Pemegang konsesi tidak memfasilitasi, berkontribusi, atau membantu deforestasi atau degradasi hutan di dalam, atau, dalam kasus di mana pemegang konsesi menguasai akses, di luar konsesi mereka dengan memberikan akses fisik dan/atau gagal untuk memberikan keamanan. (indikator ini mempengaruhi Track 1 & 4 roadmap APP)


	1.2.1 pada dasarnya sama dengan gabungan K6.9 dan K1.4. K6.9 hanya mengacu pada Organisasi, bukan pihak ke-3. Namun degradasi atau konversi oleh pihak ke-3 ditangani dalam K1.4 yang mewajibkan perlindungan sistematis dari kegiatan ilegal atau tidak sah, termasuk pemanenan ilegal atau tidak sah. K1.4 tidak secara gamblang ditujukan pada "hutan alam" namun hutan alam juga jelas termasuk dalam K1.4.

Tidak ada persyaratan serupa untuk 1.2.2. Persyaratan FSC yang serupa hanya ada dalam kasus di mana "kawasan hutan alam" diidentifikasi sebagai HCVF DAN apabila strategi pengelolaan yang ditentukan adalah "tidak ada pembangunan jalan, kanal baru", dsb. Ini akan ditentukan oleh proses penilaian HCV.

1.2.3 mirip dengan K1.4 yang mewajibkan tindakan-tindakan yang dapat mencegah deforestasi dan degradasi di dalam konsesi; namun, K1.4 mungkin tidak selalu menangani masalah-masalah akses dan keamanan di area-area di luar konsesi.

	1.2.1 mirip dengan kedua dokumen CW. Indicator 6.1 (30-010) misalnya secara jelas melarang konversi hutan alam atau hutan semi alam menjadi perkebunan atau penggunaan non-hutan kecuali dalam skala yang sangat terbatas dan hanya apabila tindakan itu membawa manfaat.

Tidak ada persyaratan serupa dengan 1.2.2. CW tidak melarang pembangunan jalan atau kanal jika dilakukan untuk tujuan pengelolaan hutan termasuk pemanenan.

Tidak ada persyaratan serupa dengan 1.2.3. CW melarang konversi dan perusakan Nilai Konservasi Tinggi.

	Kawasan Nilai Konservasi Tinggi diidentifikasi dan seluruh HCV dalam konsesi dipertahankan atau ditingkatkan 

Telah dicakup oleh standar FSC FM

Sebagian besar telah dicakup oleh standar FSC CW

	Area dengan Nilai Konservasi Tinggi (termasuk nilai/area historis) diidentifikasi dan dipetakan berdasarkan Pedoman Umum High Conservation Value Resource Network (HCVRN)[footnoteRef:10] oleh penilai yang memiliki lisensi Assessor License Scheme (ASL) HCVRN,[footnoteRef:11] dan ditinjau dan disetujui oleh Panel Kualitas HCVRN sebelum dimulainya/dimulainya kembali operasi kehutanan atau konservasi/restorasi dan laporan ringkasan dan peta digital disediakan untuk pemantauan independen.[footnoteRef:12] (indikator ini mempengaruhi Track 1, 2, 3 & 4 roadmap APP) [10:  Lihat https://www.hcvnetwork.org/als/hcv-assessment-process, Gunakan dokumen panduan terbaru dan template pelaporan yang disediakan  ]  [11:  Lihat “Information for Licensed Assessors” (https://www.hcvnetwork.org/als/about-als) dan “Find a licensed HCV assessor” di https://www.hcvnetwork.org/als/assessors. ]  [12:  Dengan kemungkinan ada pengecualian untuk HCV 5 & 6 jika diperlukan untuk melindungi pihak-pihak yang terkena dampak serta kepentingan-kepentingan mereka.] 


Area-area HCV yang akan dilindungi atau dipulihkan dipetakan dan disepakati bersama pakar yang terpercaya serta pihak yang berkepentingan dan terkena dampak dan dengan PEDIATAPA pemegang hak. (indikator ini mempengaruhi Track 1, 2, 3 & 4 roadmap APP)

Strategi dan tindakan pengelolaan yang mempertahankan atau meningkatkan HCV, termasuk restorasi, disetujui bersama pakar yang kredibel serta pihak yang berkepentingan dan terkena dampak dan ditulis sebagai rencana pengelolaan HCV. (indikator ini mempengaruhi Track 1, 2, 3 & 4 roadmap APP)

Rencana pengelolaan HCV yang disepakati dicerminkan dalam dokumen-dokumen perencanaan resmi (RKU, RKT). (indikator ini mempengaruhi Track 1, 2, 3 & 4 roadmap APP)

Kawasan HCV dilindungi dan jika perlu, dipulihkan dan seluruh kawasan HCV dipertahankan atau ditingkatkan. (indikator ini mempengaruhi Track 1, 2, 3 & 4 roadmap APP) 

	[bookmark: _Hlk497046766]1.3.1. dan 1.3.2. serupa dengan K9.1 dan K9.2

Ada persyaratan untuk ringkasan rencana pengelolaan dalam K7.5 yang mencakup area HCV, dan persyaratan untuk disediakannya ringkasan hasil pemantauan untuk publik dalam K8.5.

1.3.2 serupa dengan K9.2, yang mensyaratkan keterlibatan pemangku kepentingan yang berkepentingan dan terkena dampak serta para pakar dalam mengembangkan strategi efektif untuk melindungi atau meningkatkan HCV. IGI 7.6.1 mensyaratkan keterlibatan yang sesuai secara budaya dari pemangku kepentingan yang terkena dampak untuk memastikan keterlibatan proaktif dan transparan mereka dalam penilaian, pengelolaan dan pemantauan HCV.

1.3.3 dan 1.3.4 serupa dengan K9.2 serta K7.1 dan K7.2. Ketiganya mensyaratkan sebuah rencana pengelolaan untuk menggambarkan sumber-sumber daya, dan mencakup tindakan, rencana dan strategi untuk melindungi mereka dan untuk memenuhi persyaratan sertifikasi. Ini termasuk HCV dan strategi yang disepakati. Lampiran E untuk Prinsip 7 di IGI merujuk secara eksplisit pada HCV.

	Kedua standar CW mewajibkan penilaian HCV dilakukan pada skala yang sesuai, dan mewajibkan agar "nilai-nilai tidak terancam” (Indikator 5.1 dan 5.2 dalam 30-010)

Indikator CW 5.2a (30-010) mewajibkan konsultasi dengan pemangku kepentingan termasuk masyarakat, namun tidak mewajibkan PEDIATAPA. Analisis risiko yang diwajibkan oleh 40-005 mencakup konsultasi yang luas.

1.3.3 dan 1.3.4. CW tidak secara khusus mensyaratkan rencana pengelolaan. Tapi 40-005 memang mewajibkan analisis risiko dan apabila ditemukan risiko terhadap HCV, 40-005 mengharuskan adanya tindakan pengendalian. Ini semua dapat berupa rencana pengelolaan yang menetapkan strategi dan tindakan pengelolaan untuk mempertahankan nilai-nilai tersebut.

	Program diimplementasikan untuk memulihkan ekosistem hutan alam dan lahan gambut untuk melindungi spesies yang terancam dan untuk memulihkan jasa ekologi dan ekosistem (misalnya simpanan karbon) yang rusak akibat operasi kehutanan di masa lalu
[bookmark: _Hlk497048033]
Sebagian telah dicakup oleh standar FSC FM

Tidak dicakup oleh standar FSC CW
	Ekosistem dan spesies beserta habitatnya yang terancam dan hampir punah (misalnya HCV) dan lanskap konservasi dan konsesi tempat mereka tinggal dan yang telah rusak akibat operasi kehutanan di masa lalu:
diidentifikasi dan dipetakan dengan saran dari pakar independen;
disepakati bersama pihak yang terkena dampak, mitra lansekap yang mengelola kawasan yang berdekatan dan pihak yang berkepentingan; dan,
didokumentasikan dengan laporan dan peta digital disediakan untuk pemantauan independen. (indikator ini mempengaruhi Track 1 & 4 roadmap APP)

Tujuan perlindungan, restorasi dan rehabilitasi khusus, definisi, target, mitra, tanggung jawab dan rencana aksi terikat waktu: 
1. dikembangkan, dengan mempertimbangkan area-area HCV di seluruh landskap dan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk konservasi/restorasi (di atas dan di luar area yang disisihkan yang diwajibkan pemerintah),
disepakati bersama mitra lanskap, pihak yang terkena dampak dan pihak yang berkepentingan;
mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan pemegang hak PEDIATAPA; dan ,
 tersedia untuk pemantauan independen. (indikator ini mempengaruhi trackmap APP Track 1 & 4 roadmap APP)

Rencana restorasi di dalam konsesi yang telah disepakati tercermin dalam dokumen-dokumen perencanaan resmi (RKU, RKT) dan rencana-rencana di luar konsesi tercermin dalam kesepakatan bersama dengan mitra lansekap dan pihak-pihak yang terkena dampak termasuk pemegang hak dan pemegang/pengelola lisensi di wilayah bersangkutan yang disediakan untuk umum. (indikator ini mempengaruhi trackmap APP Track 1 & 4 roadmap APP)

Produsen dan pemasok telah menganggarkan dan mengumumkan secara terbuka sumber pendanaan dan operasional yang memadai untuk memastikan agar hasil konservasi dan pemulihan yang direncanakan tercapai. (indikator ini mempengaruhi trackmap APP Track 1 & 4 roadmap APP)

Area yang akan dikonservasikan atau dipulihkan secara permanen:
1. merupakan tambahan pada area yang diwajibkan pemerintah untuk dilindungi (misalnya daerah tepi sungai);
1. minimal sama luasnya dengan luas perkebunan yang telah dibangun;
1. memiliki nilai ekologis yang setara dengan area-area yang hilang akibat operasi kehutanan di masa lalu; dan,
1. berada di dalam lanskap yang terkena dampak yang mencakup konsesi pemasok. (indikator ini mempengaruhi Track 1 & 4 roadmap APP)

Konservasi dan restorasi yang direncanakan tercapai. (indikator ini mempengaruhi Track 1 & 4 roadmap APP) 

	1.4.1 serupa dengan ketentuan dalam K9.1 dan K6.4 untuk perlindungan spesies langka dan terancam dan habitatnya. K9.1 mensyaratkan konsultasi dengan pemangku kepentingan yang berkepentingan dan terkena dampak. K6.4 juga mensyaratkan adanya informasi terbaik yang tersedia. Tindakan untuk memulihkan habitat dan spesies yang diidentifikasi sebagai HCV diwajibkan dalam Lampiran H, pedoman Prinsip 9 tentang strategi untuk HCV. Seperti yang disebutkan di atas dalam standar FSC, hanya ada persyaratan untuk ringkasan publik, bukan seluruh laporan dan peta.

1.4.2 serupa dengan K 9.2, 9.3 dan 9.4 seperti yang dijelaskan di atas termasuk konsultasi dengan pemangku kepentingan yang berkepentingan dan terkena dampak serta pemantauan. K7.5 mensyaratkan adanya ringkasan rencana pengelolaan disediakan untuk umum.

1.4.3 mirip dengan K7.1 dan K7.2, seperti yang dijelaskan di atas. Namun, tidak ada persyaratan FSC untuk perjanjian dengan mitra lanskap untuk "rencana-rencana di luar konsesi"

1.4.4 serupa dengan IGI5.5.1 dan 5.5.2 yang mensyaratkan adanya dana, pengeluaran dan investasi yang cukup untuk melaksanakan rencana pengelolaan dan memenuhi standar FSC.

Tidak ada ketentuan yang jelas yang serupa dengan 1.4.5 dalam P&K atau IGI. K6.5 mensyaratkan perlindungan atau pemulihan area sampel yang representatif. Luas area-area sampel ini disarankan mencapai 10% atau lebih dari luas unit pengelolaan, dan sesuai dengan status konservasi ekosistem. Namun, tidak ada rujukan untuk "tambahan pada area-area yang diwajibkan pemerintah" atau setidaknya sama dengan luas perkebunan yang telah dibangun.
	Lihat komentar-komentar di atas. Persyaratan CW bersifat lebih umum. Yang dilarang adalah tentang penghancuran HCV, bukan tentang restorasi atau rehabilitasi.


	Spesies langka dan hampir punah dilindungi dan populasi yang sesuai dipertahankan. 

Sebagian besar telah dicakup oleh standar FSC FM

Sebagian telah dicakup oleh standar FSC CW
	Populasi spesies langka dan hampir punah yang terancam oleh operasi kehutanan di masa lalu, sekarang dan yang direncanakan diidentifikasi dan diinventarisasi dengan saran dari pakar independen. (indikator ini mempengaruhi Track 1 & 3 roadmap APP)

Rencana perlindungan untuk mempertahankan, meningkatkan atau memulangkan populasi: 
1. dikembangkan dengan saran pakar independen;
1. disepakati bersama pihak yang berkepentingan dan diimplementasikan. (indikator ini mempengaruhi Track 1 & 3 roadmap APP)

Ada langkah-langkah pengamanan untuk memastikan agar populasi spesies langka dan hampir punah tidak berkurang akibat pembunuhan, penangkapan atau alasan lainnya. (indikator ini mempengaruhi Track 3 roadmap APP)

Survei populasi dan evaluasi pelaksanaan dan efektivitas rencana perlindungan dilakukan secara periodik bersama pakar independen. (indikator ini mempengaruhi Track 3 roadmap APP)

Spesies langka dan hampir punah dilindungi dan populasi yang wajar dipertahankan (indikator ini mempengaruhi Track 1, 3 & 4 roadmap APP)

	1.5.1 serupa dengan K6.4 yang mensyaratkan adanya informasi terbaik yang tersedia untuk mengidentifikasi spesies langka dan terancam. K6.4 tidak mengacu pada operasi kehutanan di masa lalu.

1.5.2 serupa dengan IGI 6.4.2, 6.4.3 dan 6.4.4 yang mengacu pada perlindungan lewat beberapa cara termasuk zona konservasi, dan larangan perburuan, pengumpulan, dll. Ada rujukan dalam 6.4.3 tentang 'program pemulihan spesies’ namun tidak ada pembahasan secara khusus tentang 'meningkatkan atau mengembalikan kembali populasi'.

1.5.3 serupa dengan IGI 6.4.4 yang mensyaratkan pencegahan perburuan, penangkapan ikan dan lain-lain.

1.5.4 serupa dengan Kriteria 8.1 dan panduan dalam Lampiran G, Prinsip 8 yang mengacu pada pemantauan spesies langka dan terancam dan keefektifan tindakan untuk melindungi mereka dan habitatnya.

Persyaratan pemantauan tidak merujuk pada “pakar independen.”

	1.5.1 serupa dengan persyaratan CW untuk pengidentifikasian spesies HCV. HCV1 mengacu pada spesies langka yang terancam dan hampir punah. 

	Lahan gambut dilindungi, dipulihkan atau dikelola secara bertahap tanpa pengeringan[footnoteRef:13]. [13:  Hukum dan peraturan Indonesia yang berkaitan dengan lahan gambut, pengelolaan dan restorasi lahan gambut berkembang dengan cepat sehingga perlu dicatat bahwa indikator yang terkait dengan kriteria ini relevan pada saat publikasi laporan ini dan mungkin perlu dilakukan adaptasi. ] 

[bookmark: _Hlk497055405]
Sebagian telah dicakup oleh standar FSC FM

Sebagian telah dicakup oleh standar FSC CW
	Semua lahan gambut dan kesatuan hidrologi terkait serta struktur tanah yang mendasarinya di dalam dan di sekitar konsesi di lanskap-lanskap gambut bersebelahan:
i. dipetakan (jenis gambut, luas, kedalaman dan elevasi) berdasarkan metodologi yang kredibel termasuk pengambilan sampel inti gambut secara langsung. Kedalaman dan elevasi gambut dapat dikombinasikan untuk mengembangkan Digital Terrain Model (Model Digital Terrain), dengan menerapkan teknik-teknik lain termasuk pengukuran LIDAR;[footnoteRef:14]  [14:  Misalnya lihat https://www.deltares.nl/en/projects/lidar-data-large-scale-peatland-management-flood-risk-assessment/ Juga, ikuti kemajuan dari Indonesia Peat Prize http://www.indonesianpeatprize.net/   ] 

ii. dinilai tingkat pengeringan dan penurunan permukaan tanah saat ini;
iii. ditinjau oleh pakar independen; dan, 
iv. tersedia untuk pemantauan independen dan diajukan ke pihak berwenang sebagai masukan untuk revisi Rencana Tata Ruang dan Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG)[footnoteRef:15] (indikator ini mempengaruhi Track 1, 3 & 4 roadmap APP) [15:  Peta kawasan gambut indikatif diterbitkan oleh KLHK sebagai KEPUTUSAN MENTERI LHK NOMOR SK.130/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017 TENTANG PENETAPAN PETA FUNGSI EKOSISTEM GAMBUT NASIONAL 
 https://arthawisesa.com/pusluhut/index.php/arsip/file/252/buku-sk-menlhk-no.130-th2017_baru-16maret.pdf/). dan peta ini diharapkan akan diperbarui berdasarkan 1.6.1 iv.  ] 


Tidak ada pembangunan kanal baru atau infrastruktur yang merusak gambut lainnya di lahan gambut yang berada di dalam konsesi dan sungai-sungai alami di lahan gambut dipertahankan dan aliran air di lahan gambut tidak dialihkan ke kanal. (indikator ini mempengaruhi persyaratan Track 1 & 4 roadmap APP)

Tidak ada pembangunan perkebunan lewat pengeringan baru di lahan gambut dalam konsesi. (indikator ini mempengaruhi Track 3 & 4 roadmap APP)

Rencana pengelolaan untuk proses bertahap pembangunan perkebunan lewat pengeringan di lahan gambut dan pemulihan kawasan gambut terdegradasi seperti diwajibkan oleh undang-undang[footnoteRef:16] dan area-area tambahan yang diperlukan untuk pemeliharaan dan peningkatan layanan hidrologi, ekosistem dan ekosistem lainnya (misalnya karbon): [16:  Penetapan Zona Fungsi Ekosistem Gambut menurut Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017] 

i. dikembangkan berdasarkan peta dan hasil penilaian (1.6.1) dan mencakup langkah-langkah mitigasi tingkat lanskap yang mencakup keseluruhan Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG) (termasuk proses bertahap pembangunan perkebunan yang dibatasi waktu/diprioritaskan, perlindungan gambut dan pemulihan, dll.);
ii. sesuai dengan seluruh peraturan pemerintah[footnoteRef:17]  dan  melampaui  kepatuhan  hukum sebagaimana disarankan pakar independen; [17:  Termasuk namun tidak terbatas pada SK Menteri LHK No. 16/2017 tentang Pedoman Teknis Fungsi Ekosistem Gambut dan Peraturan KLHK No. P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017.] 

iii. disepakati bersama pakar independen, pihak yang berkepentingan dan terkena dampak serta mitra lansekap;
iv. have the free, prior and informed consent (FPIC) of rights holders; mendapatkan PEDIATAPA pemegang hak; 
v. terintegrasi dengan rencana konservasi dan restorasi (hutan/spesies) lainnya; dan, 
vi. tersedia untuk pemantauan independen. (indikator ini mempengaruhi Track 1, 3 & 4 roadmap APP)

Praktik hukum dan pengelolaan terbaik untuk pengelolaan lahan gambut selama tahapan keluar dari pengelolaan hutan tanaman lewat pengeringan dilaksanakan dan mencakup:
i. pemeliharaan kedalaman permukaan air tanah (water table) di perkebunan yang diizinkan oleh undang-undang[footnoteRef:18] - maksimal 40 cm dari permukaan gambut sepanjang tahun;[footnoteRef:19]  [18:  Di area-area yang ditetapkan sebagai Fungsi Budidaya oleh Peraturan KLHK No. P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017]  [19:  Peraturan Pemerintah Indonesia PP71/2014 jo PP 57/2016] 

ii. taat sepenuhnya pada seluruh regulasi terkait[footnoteRef:20]; [20:  Termasuk namun tidak terbatas pada Kepres 32/1990; PP71/2014 jo PP 57/2016] 

iii. promosi budidaya tanah rawa (paludiculture) melalui penggantian spesies perkebunan eksotis seperti akasia yang membutuhkan pengeringan lahan gambut dengan spesies yang sudah dikondisikan untuk lahan gambut yang dapat mentolerir pembasahan (rewetting) lahan gambut; dan,
iv. pembentukan daerah penyangga dengan tutupan hutan tanpa sistem pengeringan antara zona Fungsi Budidaya dan Fungsi Perlindungan yang ditetapkan pemerintah minimal 500 m untuk meminimalkan dampak pengeringan yang ada. (indikator ini mempengaruhi Track 1, 3 & 4 roadmap APP)

Praktik hukum dan pengelolaan terbaik untuk restorasi lahan gambut dilaksanakan sesuai peraturan dan pedoman pemerintah[footnoteRef:21] dan mencakup:[footnoteRef:22]: [21:  Subpoin i sampai iii mengikuti Peraturan KLHK No. P16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017]  [22:  Silakan rujuk juga pedoman restorasi dalam Kriteria 1.4] 

i. restorasi setelah satu siklus panen di lahan yang telah ditanami gambut atau di sekitar lahan gambut zona Fungsi Perlindungan yang tidak ditanami dan area-area tambahan seperti yang disarankan pakar independen;
ii. restorasi area yang rusak akibat kebakaran dalam Zona Budidaya;  
iii. penggunaan spesies lahan gambut asli untuk revegetasi, pembasahan (rewetting) penuh dari sistem drainase yang ada dan praktik-praktik lainnya yang diwajibkan regulasi pemerintah; dan,
iv. praktik melampaui kepatuhan hukum lainnya yang diperlukan sebagaimana direncanakan dan/atau disarankan dan disetujui oleh pakar independen. (indikator ini mempengaruhi Track 1, 3 & 4 roadmap APP)
	
Rencana zonasi, pengelolaan gambut, keluar bertahap dan restorasi lahan gambut yang disetujui tercermin dalam dokumen perencanaan resmi (RKU, RKT dan rencana restorasi gambut). (indikator ini mempengaruhi Track 1, 3 & 4 roadmap APP)

Pelaksanaan rencana pengelolaan, keluar secara bertahap dan restorasi lahan gambut dipantau dan dilaporkan kepada publik berdasarkan elemen-elemen kunci dari rencana dan penilaian rutin penurunan permukaan gambut, kedalaman permukaan air tanah, keluar bertahap spesies perkebunan eksotis, pembasahan (rewetting) dan pengenalan spesies yang telah dikondisikan untuk lahan gambut. (indikator ini mempengaruhi Track 1, 3, 4 & 5)

Lahan gambut dilindungi, dipulihkan atau dikelola secara bertahap tanpa pengeringan. (indikator ini mempengaruhi Track 1, 3 & 4 roadmap APP)


	[bookmark: _Hlk497052601]Seluruh indikator yang merujuk pada kepatuhan terhadap hukum telah dicakup oleh P1: Kepatuhan Terhadap Hukum.

Beberapa indikator yang mensyaratkan kepatuhan melampaui hukum mungkin telah dicakup oleh P6 (Nilai dan Dampak Lingkungan) dan P9 (Nilai Konservasi Tinggi), namun ada rincian yang belum tersedia.

1.6.2 mungkin serupa dengan strategi pengelolaan yang dikembangkan dan diterapkan untuk memenuhi persyaratan untuk melindungi HCV jika lahan gambut diidentifikasi sebagai HCV dalam penilaian HCV (K 9.1, 9.2 dan 9.3)

1.6.3 serupa dengan persyaratan sertifikasi jasa ekosistem yang ditetapkan dalam Lampiran C untuk Prinsip 5. Lampiran ini memerlukan indikator untuk memastikan agar lahan gambut tidak dikeringkan atau dikonversi menjadi perkebunan atau penggunaan lahan lainnya.

Tidak ada persyaratan khusus yang serupa dengan 1.6.4. sampai 1.6.9 dalam standar FSC.
	Seluruh indikator yang mengacu pada kepatuhan terhadap hukum telah tercakup dalam definisi legalitas standar CW (lihat juga Catatan Nasihat FSC FSC-ADV-30-010-01 EN).

 Tidak ada bagian khusus tentang lahan gambut dalam standar CW. Lahan gambut disebut sebagai HCV dalam Toolkit Indonesia.

Tindakan spesifik seperti 1.6.2, sampai 1.6.9 tidak disebutkan dalam HCV. Namun, mereka dapat dianggap sebagai tindakan pengontrol, jika lahan gambut diidentifikasi sebagai HCV yang berisiko.


	Kebakaran dalam konsesi dicegah dan dipadamkan.

[bookmark: _Hlk497053555]Telah dicakup oleh standar FSC FM

Sebagian telah dicakup oleh standar FSC CW
	Pemilik dan pengelola konsesi tidak menggunakan api untuk persiapan lahan, pembukaan lahan atau keperluan operasional lainnya. (indikator ini mempengaruhi Track 3 & 4 roadmap APP)

Produsen dan pemilik/pengelola konsesi menerapkan program pengamanan, pendidikan dan pencegahan, termasuk program dan komunikasi dengan masyarakat setempat, untuk mencegah kebakaran. (indikator ini mempengaruhi Track 3 & 4 roadmap APP)

Produsen dan pemilik/pengelola konsesi menerapkan sistem pemantauan kebakaran yang dapat segera mendeteksi kebakaran dan merespons dengan cepat dan efektif untuk memadamkan api. (indikator ini mempengaruhi Track 3 & 4 roadmap APP)


	[bookmark: _Hlk497053582]1.7.1 telah dicakup oleh P1 karena penggunaan api dilarang oleh hukum Indonesia.

1.7.2 dan 1.7.3 mungkin serupa dengan K10.9 yang merujuk pada kebakaran sebagai bahaya alam dan mewajibkan perusahaan untuk menerapkan kegiatan yang dapat mengurangi risiko kebakaran. Kebakaran disebutkan dalam pedoman IGI 5.2 sebagai gangguan alami yang harus dipertimbangkan dalam menentukan tingkat panen yang berkelanjutan.
	1.7.1 dicakup oleh kategori legalitas standar CW karena penggunaan api dilarang oleh hukum Indonesia. Selain itu, tidak ada lagi ketentuan yang berkaitan dengan kebakaran dalam standar CW.

	Sumber-sumber Gas Rumah Kaca dalam area konsesi diidentifikasi, diukur dan dikurangi.

Sebagian telah dicakup oleh standar FSC FM

Tidak dicakup oleh standar FSC CW
	Sumber Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang berkaitan dengan semua kegiatan pengelolaan konsesi di dalam konsesi (dan di lahan gambut yang mengelilingi konsesi yang terdampak oleh kegiatan pengelolaan) diidentifikasi dan sebuah baseline emisi GRK termasuk model elevasi gambut (Digital Terrain Model) dan proyeksi penurunan permukaan tanah dan banjir:
i. dikembangkan untuk tahun dan periode dasar (sampai dengan berakhirnya izin konsesi, lebih lama lebih baik lagi, misalnya 100 tahun agar permanen) yang disepakati bersama pihak yang berkepentingan dan terkena dampak dengan menggunakan metodologi yang kredibel secara global;[footnoteRef:23] [23:  Lihat contohnya http://database.v-c-s.org/methodologies/find-a-methodology?keywords=&tid=14,  http://www.cifor.org/publications/pdf_files/Books/INCAS/INCASReport-Standard1501E.pdf  ] 

ii. ditinjau oleh pakar independen; dan,
iii. tersedia untuk pemantauan independen. (indikator ini mempengaruhi Track 4 roadmap APP)

Penentuan target untuk pengurangan emisi GRK tahunan untuk mendukung target Pemerintah dan langkah-langkah pengelolaan untuk masing-masing sumber:
i. dikembangkan;
ii. disepakati bersama pakar independen dan pihak yang berkepentingan dan terkena dampak; dan,
iii. tersedia untuk pemantauan independen. (indikator ini mempengaruhi Track 4 roadmap APP)

Target untuk pengurangan GRK tahunan dan tingkat penurunan lahan gambut secara teratur dan secara independen dimonitor, dipenuhi dan dilaporkan secara terbuka. (indikator ini mempengaruhi Track 4 roadmap APP)

	Tidak ada referensi yang jelas mengenai emisi gas rumah kaca baik dalam P & C v5.2 atau IGI. Namun, persyaratan P5 Annex C untuk jasa ekosistem memiliki persyaratan terkait dengan GRK dan karbon, serta perlindungan dan pengelolaan lahan gambut.
	Tidak ada referensi tentang emisi gas rumah kaca dalam standar CW.

	Praktik pengelolaan terbaik, termasuk langkah-langkah untuk melindungi tanah, kualitas air, sungai dan lahan basah diterapkan.

Telah dicakup oleh standar FSC FM

Tidak dicakup oleh standar FSC CW
	Pemilik dan pengelola konsesi telah mengembangkan dan menerapkan serangkaian prosedur operasi standar yang mencerminkan pedoman “praktik pengelolaan terbaik”[footnoteRef:24] yang diakui dunia internasional untuk semua tahapan operasi, termasuk penyiapan lokasi dan penanaman, pemanenan, pembangunan jalan dan pemeliharaan, dan transportasi. [24:  Sesuai dengan standar Forest Stewardship Council contohnya (https://us.fsc.org/en-us) ] 


Pemanenan hutan tanaman tidak menimbulkan erosi tanah yang besar atau berdampak negatif terhadap kualitas dan kuantitas air.

Sungai dan aliran air alami dipelihara dalam kondisi alamiahnya.

Zona penyangga di sepanjang seluruh aliran air dan lahan basah dibangun (setidaknya memenuhi atau melampaui regulasi pemerintah), vegetasi alami dengan spesies asli dipelihara atau dipulihkan dan dilindungi dari kerusakan akibat operasi konsesi atau pihak ketiga. 

Pestisida yang dimasukkan Organisasi Kesehatan Dunia ke dalam Klas 1A (teramat sangat berbahaya) dan 1B (sangat berbahaya) tidak digunakan di tempat pembibitan atau perkebunan.

 
	1.9.1 sangat mirip dengan persyaratan dalam K6.6, K6.7, K10.10 dan K10.11. Persyaratan FSC mengacu pada semua tahapan operasi.

1.9.2 serupa dengan K6.7 dan IGI terkait yang mewajibkan organisasi untuk melindungi dan memulihkan aliran air dan menghindari dampak negatif pada kualitas air. Ada referensi khusus kepada langkah-langkah untuk mencegah pendangkalan dan erosi tanah dari jalan/jalur pemanenan dan kegiatan lainnya.

1.9.3. serupa dengan ketentuan-ketentuan dalam K6.7 untuk melindungi aliran air alami.

1.9.4 serupa dengan K6.7 yang mewajibkan pembangunan dan pemeliharaan zona penyangga. Tidak ada rujukan kepada regulasi pemerintah.

1.9.5 serupa dengan K10.7. Namun, ketentuan-ketentuan FSC dalam K10.7 lebih luas daripada dalam 1.9.5. FSC juga membahas penggunaan seluruh pestisida (tidak hanya klas 1A dan 1B) dan memiliki banyak persyaratan berkaitan dengan penggunaannya, dan dengan praktik kerja dan tindakan perlindungan yang aman bagi pekerja.

FSC juga memiliki persyaratan untuk meminimalkan atau menghindari penggunaan pupuk (K10.7) dan agen pengendali biologis (K10.8).
	Tidak ada persyaratan serupa dalam Standar CW. Persyaratan-persyaratan di sana diarahkan untuk mencegah lima sumber yang dilarang, bukan untuk memberikan dan mensertifikasi "pengelolaan terbaik"



Kategori Kinerja 2: Sosial yang Bertanggung Jawab

	Sosial yang Bertanggung Jawab

Produsen pulp dan kertas memastikan bahwa serat kayu pulp hanya berasal dari sumber di mana pemilik konsesi, pengelola dan kontraktor pemasok menunjukkan tanggung jawab terhadap sosial dan menerapkan tindakan-tindakan yang membawa hasil nyata di lapangan yang memenuhi kriteria dan indikator berikut:
	Perbandingan dengan Standar FM atau Controlled Wood FSC

Ketika K&I membahas "serat yang berasal dari pemasok" dan diarahkan pada tindakan-tindakan pengelola hutan, perbandingannya menggunakan dua standar FSC FM dan standar FSC CW 30-010. Ketika K&I membahas terus berlanjutnya pembelian pasokan oleh produsen pulp & kertas yang membeli pasokan dari pengelola hutan, perbandingannya menggunakan standar FSC CW 40-005.



	Kriteria Kinerja
	Indikator Verifikasi
	Perbandingan dengan Standar FSC FM
	Perbandingan dengan Standar FSC CW

	Hak asasi manusia yang diakui dunia internasional dihormati dan ditegakkan.
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Sebagian telah dicakup oleh standar FSC CW
	Tidak ada bukti adanya situasi di mana produsen pulp dan kertas atau pemasok serat kayu pulp atau kontraktor mereka terlibat dalam pelanggaran berat hak asasi manusia (misalnya pembunuhan, penggusuran paksa, kekerasan, dll.). (indikator ini mempengaruhi Track 3 dan mungkin juga Track 1 & 4 roadmap APP)

Produsen pulp dan kertas serta pemilik dan pengelola konsesi yang memasok serat kayu pulp serta kontraktor mereka memiliki kebijakan untuk menghapuskan diskriminasi berdasarkan etnisitas, ras, gender atau agama, dan untuk mencegah pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat dan individu, dan tidak terdapat bukti adanya diskriminasi semacam itu. (indikator ini mempengaruhi Track 3 roadmap APP)

Tidak terdapat bukti adanya kekerasan atau intimidasi oleh produsen pulp dan kertas atau pemasok serat kayu pulp atau kontraktor mereka terhadap warga masyarakat atau pihak yang berkepentingan dan terkena dampak. (indikator ini mempengaruhi Track 2 & 3 roadmap APP)

Produsen pulp dan kertas serta pemilik dan pengelola konsesi yang memasok serat kayu pulp menilai potensi dampak operasi terhadap kebutuhan individu dan masyarakat secara partisipatif dan inklusif, dan berdasarkan penilaian tersebut, menjaga dan memperkuat ketahanan pangan dan kebutuhan mata pencaharian termasuk kebutuhan masyarakat setempat untuk lahan pertanian, kecukupan pangan dan air minum yang aman. (indikator ini mempengaruhi Track 2 & 3 roadmap APP)

 

	Tidak ada rujukan kepada "hak asasi manusia" dalam P&C atau IGI kecuali dalam daftar definisi atau PEDIATAPA dan kesetaraan gender. Kekerasan fisik dicakup dalam definisi "sengketa yang signifikan". Tidak ada rujukan kepada pembunuhan atau penggusuran.

2.1.2 membahas diskriminasi secara luas. Indikator-indikator dalam FSC Kriteria 2.2 membahas diskriminasi berdasarkan gender (Kriteria 2.1) dan orientasi seksual (IGI 2.2.9)

Tidak ada rujukan langsung kepada "kekerasan" atau "intimidasi" dalam P&C atau IGI. Namun, kedua hal di atas disebut dalam definisi istilah "sengketa yang signifikan". Dalam Indikator IGI 1.6.4, operasi harus dihentikan jika ada "sengketa yang signifikan".

2.1.4 serupa dengan Kriteria 4.1 dan Kriteria 8.2 dari P&C. Keduanya mewajibkan adanya kontribusi terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat (4.1) dan pemantauan dan evaluasi terhadap "dampak sosial" dari kegiatan pengelolaan hutan (8.2). Ini juga berkaitan dengan perencanaan pengelolaan di Prinsip 7. Evaluasi sosial dan ekonomi mewajibkan (Indikator 4.1.2 dan 7.6.1) keterlibatan dengan pemangku kepentingan dengan cara yang "sesuai dengan budaya". Rincian yang berkaitan dengan lahan, pangan dan air dapat diasumsikan telah tertangani dalam standar nasional.

	Sumber CW yang dilarang termasuk kayu yang dipanen dengan melanggar hak-hak adat atau sipil.

Dalam CW 40-005, jika teridentifikasi adanya risiko pelanggaran hak sipil, mungkin disediakan kebijakan sebagai bukti tindakan pengendalian.















Tidak ada ketentuan-ketentuan serupa untuk penilaian dampak terhadap masyarakat. 

	Hak-hak Masyarakat Adat dan komunitas lokal atas penguasaan lahan, pemanfaatan lahan dan hak-hak lainnya dihormati dan ditegakkan. 
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Sebagian telah dicakup oleh standar FSC CW
	 Studi Dasar Sosial mengenai dinamika sosial, ekonomi dan politik masyarakat yang terkena dampak pembangunan pulp dan kertas telah dilakukan secara partisipatif dan inklusif.[footnoteRef:25] (indikator ini mempengaruhi Track 1, 2, 3 & 4 roadmap APP) [25:  Lihat Social Requirements for Conserving High Carbon Stock Forests – dalam proses pencetakan ] 

 
Masyarakat Adat, komunitas lokal dan pengguna lahan telah diberi tahu tentang hak-hak mereka untuk memilih dan telah memilih perwakilan mereka sendiri untuk berurusan dengan pengembang, dan langkah-langkah telah diambil untuk memastikan agar pandangan konstituen utama (misalnya perempuan, pemuda, kelompok rentan) telah tercermin dalam studi/penilaian, pemetaan partisipatif dan perencanaan penggunaan lahan, proses penyelesaian konflik dan pengambilan keputusan lainnya yang mempengaruhi mereka. (indikator ini mempengaruhi Track 1, 2, 3 & 4 roadmap APP)

Masyarakat Adat dan komunitas lokal yang memiliki hak legal, hak perorangan, hak kolektif dan/atau hak adat di dalam dan di sekitar konsesi pulpwood diidentifikasi dan penguasaan lahan yang ada saat ini dan yang historis, klaim tanah dan penggunaan lahan oleh masyarakat dan komunitas-komunitas ini dipetakan dengan PEDIATAPA dan kerjasama mereka dengan menggunakan proses pemetaan partisipatif dan pakar yang kredibel, dan disediakan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan terkena dampak. (indikator ini mempengaruhi Track 1, 2 & 4 roadmap APP)

Indigenous Peoples and local communities with legal, collective or customary rights within and in the vicinity of concessions are informed, in a culturally appropriate manner, of their rights, including the right to give or withhold their free, prior and informed consent (FPIC), to planned plantation development and other major operational (e.g. harvesting & planting & infrastructure development) activities that might affect those rights. (this indicator informs APP roadmap Tracks 1, 2, 3 & 4) Masyarakat Adat dan komunitas lokal yang memiliki hak legal, hak kolektif atau hak adat di dalam dan di sekitar konsesi diinformasikan, dengan cara yang sesuai dengan budaya mereka, tentang hak-hak mereka, termasuk hak untuk memberikan atau tidak memberikan PEDIATAPA mereka, terhadap pengembangan perkebunan serta kegiatan-kegiatan operasional utama yang direncanakan (misalnya pemanenan & penanaman & infrastruktur) yang dapat mempengaruhi hak-hak tersebut. (indikator ini mempengaruhi Track 1, 2, 3 & 4 roadmap APP)

PEDIATAPA dicari dan diperoleh sebelum operasi (misalnya pembangunan hutan tanaman baru, pemanenan & penanaman & pembangunan infrastruktur) dimulai di atas tanah di mana Masyarakat Adat dan komunitas lokal memiliki hak hukum, hak perorangan, hak kolektif dan/atau hak adat. (indikator ini mempengaruhi Track 1, 2, 3 & 4 roadmap APP)

Penilaian kerugian, sejak awal mula pembangunan hutan tanaman sampai saat ini (termasuk kerugian pada hutan, sungai dan sumber air, pertanian, mata pencaharian, ekonomi dan budaya) dilakukan secara partisipatif. Jika konsesi telah ditetapkan tanpa PEDIATAPA pemegang hak atau apabila ada kerugian lain yang terjadi:
i. pemegang konsesi telah memberi tahu setiap komunitas (sampai ke tingkat dusun) secara langsung dan secara tertulis, bahwa perusahaan berkomitmen untuk menghormati hak-hak adat, hak-hak kolektif dan hak-hak hukum mereka dan berkeinginan untuk menyelesaikan setiap dan seluruh kerugian dan konflik di masa lalu dan masa sekarang yang belum diselesaikan;
ii. masyarakat telah dengan bebas memilih untuk terlibat dengan pemegang konsesi dan telah mengidentifikasi perwakilan masyarakat dan prosesnya serta lembaga-lembaga yang akan menerima laporan perwakilan tersebut dan mengambil keputusan;
iii. subjek dan objek dari kerugian dan konflik telah diidentifikasi dan disepakati bersama; dan,
iv. proses penyelesaian konflik dan tindakan perbaikan kerugian telah disepakati bersama secara transparan dan inklusif. (indikator ini mempengaruhi Track 2, 3 & 4 roadmap APP)

Langkah-langkah khusus, tindakan perbaikan dan linimasa untuk menangani konflik dan kerugian sebelumnya (termasuk mendukung permintaan masyarakat kepada pemerintah untuk mengeluarkan dari area konsesi tanah di mana masyarakat memiliki hak di atasnya) telah disepakati bersama. (indikator ini mempengaruhi Track 2 & 4 roadmap APP)

Langkah-langkah, tindakan perbaikan dan linimasa untuk menangani konflik dan kerugian sebelumnya yang telah disepakati dilaksanakan dengan memuaskan dengan hasil yang memuaskan di lokasi-lokasi tertentu sesuai dengan rencana yang transparan dan disepakati bersama. (indikator ini mempengaruhi Track 2, 3 & 4 roadmap APP)

Hak-hak adat Masyarakat Adat dan komunitas lokal untuk berburu, menangkap ikan, mengumpulkan, menanam tanaman tahunan serta melakukan kegiatan-kegiatan tradisional lainnya dihormati, dan kompensasi dan atau pemulihan atas hilangnya hak-hak yang telah atau akan ditimbulkan oleh konsesi tersebut telah disetujui. dan diimplementasikan. (indikator ini mempengaruhi Track 2 & 4 roadmap APP)

Bantuan akses ke saran ahli independen ditawarkan kepada Masyarakat Adat dan komunitas lokal yang terkena dampak pada setiap tahapan PEDIATAPA, pemetaan partisipatif, perencanaan penggunaan lahan atau proses penyelesaian konflik. (indikator ini mempengaruhi Track 2 & 4 roadmap APP)

Penilaian konflik yang kredibel dilakukan dan peta konflik dan rencana resolusi dibagikan kepada pihak yang berkepentingan dan terkena dampak oleh produsen pulp dan kertas dan pemasok mereka. (indikator ini mempengaruhi Track 2 & 3 & 4 roadmap APP)

Pihak yang berkepentingan yang diundang oleh Masyarakat Adat dan komunitas lokal sebagai penasihat atau pengamat proses PEDIATAPA atau penyelesaian konflik, dikonsultasikan dari awal sampai akhir proses. (indikator ini mempengaruhi Track 2, 3 & 4 roadmap APP)

	Lihat 2.1.4 di atas mengenai evaluasi dampak sosial dan ekonomi. IGI 4.1.2 mewajibkan dokumentasi kepentingan masyarakat. Ini serupa dengan studi dasar sosial.

P&C dan IGI dalam beberapa butirnya merujuk pada "keterlibatan yang sesuai secara budaya" terkait dengan evaluasi kepentingan sosial dan ekonomi, sengketa, dll. bersama masyarakat adat dan komunitas lokal. Tidak ada rujukan khusus mengenai memilih perwakilan, namun indikator IGI mewajibkan agar masyarakat adat diberi tahu tentang hak-hak mereka untuk tidak memberikan persetujuan.

Prinsip P&C 3 dan 4 serta kriteria dan indikator terkait dalam IGI mewajibkan pengidentifikasian dan pendokumentasian Masyarakat Adat dan komunitas lokal, pemetaan penguasaan lahan, penggunaan lahan, keterlibatan yang sesuai, dll. Tidak ada rujukan khusus mengenai penggunaan pakar yang kredibel atau ketersediaan untuk umum.

2.2.4 amat serupa dengan IGI 3.2.4 dan 4.2.4 dalam hal memberitahukan tentang hak untuk tidak memberi persetujuan.

P&C dan IGI mewajibkan PEDIATAPA (P&C 3.2 dan 4.2).

Situasi spesifik konsesi yang ditetapkan tanpa PEDIATAPA tidak disebutkan. Namun, untuk mendapatkan sertifikasi, ketentuan-ketentuan untuk PEDIATAPA dan penyelesaian konflik harus dipenuhi dengan cara yang sesuai dengan persyaratan 2.2.6 di sini.

Ada persyaratan serupa dalam P&C Kriteria 3.3 untuk mendokumentasikan dan memelihara catatan kesepakatan yang berkaitan dengan PEDIATAPA. Tidak ada persyaratan serupa yang berkaitan dengan kesepakatan yang dibuat setelah proses PEDIATAPA dengan masyarakat setempat.

 
Langkah-langkah yang disepakati untuk melindungi situs wajib dilaksanakan. Tidak ada persyaratan lain untuk "pelaksanaan". Namun, kegagalan untuk melaksanakan langkah-langkah yang disepakati dalam suatu kesepakatan akan dianggap sebagai sengketa besar. Selain itu, P&C IGI mewajibkan tidak adanya pelanggaran hak.

2.2.9. Hak untuk menangkap ikan, berburu dll. tidak secara khusus disebutkan dalam dokumen generik FSC, namun persyaratan FSC mengharuskan agar hak-hak ini diidentifikasi dan didokumentasikan, dan mereka harus ditangani dalam sebuah kesepakatan dengan masyarakat adat dan komunitas lokal. Sekali lagi, Indikator 4.2.2 mensyaratkan agar hak-hak ini tidak dilanggar.

Tidak disebutkan tentang "bantuan akses ke saran ahli" (2.2.10).

Tidak disebutkan tentang berbagi informasi ini dengan pihak yang terkena dampak (2.2.11).
                
P&C dan IGI mensyaratkan "keterlibatan yang sesuai secara budaya". Jika diminta, keterlibatan penasihat atau pakar akan dianggap sebagai bagian dari keterlibatan tersebut.
	Tidak ada persyaratan serupa dalam standar CW yang berkaitan dengan studi dasar atau pemetaan partisipatif atau PEDIATAPA. Yang dilarang adalah melanggar hak-hak adat atau sipil. Indikator 4.2 dalam 30-010 mewajibkan tidak adanya konflik yang berkaitan dengan penguasaan lahan atau hak penggunaan lahan; meskipun demikian, hanya tersedia sedikit sekali rincian.

Indicator 4.4 dalam 30-010 mewajibkan proses konsultasi terkait dengan penguasaan lahan dan hak penggunaan secara adat. Persyaratan untuk konsultasi pemangku kepentingan tercantum dalam Lampiran B sampai 40-005.





























Tidak ada rujukan mengenai PEDIATAPA dalam 30-010. Indikator 4.10 dalam 40-005 merujuk pada PEDIATAPA.































	Hak-hak pekerja dihormati dan ditegakkan sesuai dengan konvensi-konvensi utama ILO.
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Sebagian telah dicakup oleh standar FSC CW
	Pekerja bebas berserikat dan melakukan perundingan secara kolektif dan bebas meninggalkan pekerjaan. (indikator ini mempengaruhi Track 3 & 4 roadmap APP)

Biaya perekrutan tidak dikenakan dan tidak ada barang pribadi seperti kartu identitas yang dipegang oleh perusahaan. (indikator ini mempengaruhi Track 3 & 4 roadmap APP)

Ada kebijakan dan sistem kepatuhan yang jelas yang melarang pekerja anak dan yang menetapkan usia minimum untuk pekerjaan sesuai dengan hukum yang berlaku. (indikator ini mempengaruhi Track 3 & 4 roadmap APP)

Pekerja muda dipekerjakan sesuai dengan ketentuan hukum dan dalam tugas-tugas yang diijinkan oleh undang-undang. (indikator ini mempengaruhi Track 3 & 4 roadmap APP)

Pekerja diberi salinan kontrak kerja atau kesepakatan kontrak yang mencakup jam kerja, cuti dan tunjangan dalam bahasa yang mereka pahami. (indikator ini mempengaruhi Track 3 & 4 roadmap APP)

Pekerja adalah:
i. dibayar secara teratur, tepat waktu, dan langsung lewat tender legal atau cek pada tingkat yang sama dengan atau lebih tinggi dari upah minimum;
ii. menerima hari libur resmi dan masa cuti; dan,  
iii. menerima tunjangan dan asuransi kecelakaan kerja. (indikator ini mempengaruhi Track 3 & 4 roadmap APP)

Pekerja dilengkapi dengan fasilitas perumahan, air dan sanitasi yang layak dan akses terhadap pendidikan dan layanan medis.

Pekerja menerima pelatihan keselamatan dan peralatan keselamatan pribadi secara cuma-cuma dan boleh menolak pekerjaan yang tidak aman.

Pekerja tidak mengalami pelecehan, penganiayaan atau diskriminasi. (indikator ini mempengaruhi Track 3 & 4 roadmap APP)

Pekerja memiliki akses terhadap prosedur untuk menyelesaikan keluhan. (indikator ini mempengaruhi Track 3 & 4 roadmap APP)



	2.3.1 serupa dengan Kriteria 2.1 yang mencakup kebebasan berserikat dan berpindah dan perundingan bersama

.
2.3.2 lebih spesifik daripada IGI, namun mungkin telah ada dalam standar nasional di dalam Kriteria 2.1.

2.3.3 dan 2.3.4 lebih rinci daripada persyaratan FSC. Tetapi Pekerja Anak ditangani dalam P&C Kriteria 2.1 dan konvensi ILO mengenai pekerja anak.

2.3.5 lebih rinci daripada persyaratan FSC.

2.3.6 serupa dengan Indikator IGI FSC dalam Kriteria 2.4 yang mewajibkan agar upah sama dengan atau melebihi upah minimum resmi, dan dibayar tepat waktu.

2.3.7 serupa dengan persyaratan FSC dalam Kriteria 2.4 yang berkaitan dengan upah. Definisi FSC tentang "upah layak" mencakup makanan, air, perumahan, pendidikan, perawatan kesehatan, transportasi, pakaian, dan kebutuhan penting lainnya termasuk tunjangan untuk kejadian tak terduga, karenanya sangat mirip dengan 2.3.7

2.3.8 serupa dengan indikator IGI FSC dalam Kriteria 2.3 dan 2.5 terkait tindakan dan pelatihan keselamatan.

Pelecehan dan diskriminasi termasuk dalam IGI 2.2.8 untuk perempuan, namun tidak secara umum. Diskriminasi mungkin ditangani dalam Kriteria 2.1 dalam konvensi ILO.

2.3.10 serupa dengan Kriteria 2.6 FSC dan IGI terkait yang mensyaratkan adanya mekanisme untuk keluhan dan penyelesaian sengketa.

	Sumber CW yang dilarang termasuk kayu yang dipanen dengan melanggar hak-hak adat atau sipil. Itu mencakup semua sumber di mana terjadi pelanggaran terhadap konvensi ILO Prinsip dan Hak Mendasar di tempat kerja. (Indikator 4.1, 30-010). Perbandingan perlu merujuk ke konvensi ILO tersebut.

Indikator dalam 40-005 mensyaratkan tidak adanya pekerja anak

	Sengketa dengan, serta keluhan dan pengaduan dari pihak yang berkepentingan dan terkena dampak ditangani dengan cara yang mudah diakses dan transparan dan diselesaikan hingga memuaskan pihak yang  berkepentingan dan terkena dampak.

[bookmark: _Hlk497133474]Sebagian besar telah dicakup oleh standar FSC FM

Sebagian telah dicakup oleh standar FSC CW

	Keluhan dan pengaduan:
i. ditangani dengan proses yang transparan yang disetujui bersama pihak yang berkepentingan dan terkena dampak;
ii. tersedia untuk umum; dan,
iii. diprioritaskan dalam konsultasi dengan pihak yang berkepentingan. (indikator ini mempengaruhi Track 2, 3 & 4 roadmap APP)

Prosedur untuk memverifikasi dan menyelesaikan keluhan dan sengketa:
i. menyertakan pihak ketiga;
ii. disepakati bersama dengan pihak-pihak yang terkena dampak;
iii. didokumentasikan dan dilaporkan kepada umum: dan,
iv. tersedia untuk ditinjau oleh pihak yang berkepentingan. (indikator ini mempengaruhi Track 2, 3 & 4 roadmap APP)

Pihak yang terkena dampak memiliki kesempatan untuk mendapatkan saran atau bantuan independen. (indikator ini mempengaruhi Track 2, 3 & 4 roadmap APP)

Langkah-langkah untuk mengatasi keluhan dan menyelesaikan sengketa disepakati bersama pihak-pihak yang terkena dampak dan dilaksanakan. (indikator ini mempengaruhi Track 2, 3 & 4 roadmap APP)

Pihak-pihak yang terkena dampak puas dengan upaya-upaya untuk mengatasi sengketa dan keluhan. (indikator ini mempengaruhi Track 2, 3 & 4 roadmap APP)

Tidak ada keluhan atau sengketa besar yang belum terselesaikan yang penyelesaiannya tidak menerapkan prosedur resolusi konflik. (indikator ini mempengaruhi Track 3 & 4 roadmap APP)
	Standar FSC memiliki beberapa Kriteria yang menyediakan persyaratan untuk penyelesaian sengketa dengan pekerja, masyarakat adat, komunitas lokal dan pemangku kepentingan yang terkena dampak (IGI dalam 1.6, 2.6, 3.2, 4.2, 4.6, dan 7.6) IGI mensyaratkan agar prosedur penyelesaian sengketa dikembangkan melalui keterlibatan yang sesuai secara budaya, data terkini, penyelesaian yang cepat. Indikator IGI 1.6.1 mensyaratkan agar prosedur sengketa tersedia untuk umum.

2.4.3. Tidak ada rujukan ke saran independen. Tapi ada persyaratan agar mekanisme dikembangkan lewat konsultasi dan ketentuan-ketentuan untuk saran dapat disertakan.

Kriteria 1.6 dan indikator 1.6.2 IGI mensyaratkan agar sengketa diselesaikan atau diproses.

Tidak ada persyaratan FSC untuk "kepuasan"

2.4.6 serupa dengan indikator 1.6.4 IGI yang mewajibkan tidak adanya sengketa besar. Indikator 1.6.2 IGI mensyaratkan agar sengketa diselesaikan atau diproses.

	Indikator 4.2 (CW 30-010) mengacu pada penyelesaian sengketa, namun hanya dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan penguasaan lahan dan hak penggunaan lahan. Tidak ada persyaratan umum untuk penyelesaian sengketa.

	Pihak-pihak yang berkepentingan dan terkena dampak dimintai sarannya (konsultasi) dengan sungguh-sungguh.

[bookmark: _Hlk497133599]Sebagian besar telah dicakup oleh standar FSC FM

Sebagian telah dicakup oleh standar FSC CW
	Semua pihak yang berpotensi terkena dampak oleh kegiatan konsesi yang menghasilkan serat kayu pulp diidentifikasi dan dimintai sarannya (konsultasi) tentang kegiatan tersebut dengan cara yang tepat. (indikator ini mempengaruhi Track 3 roadmap APP)

Pihak-pihak yang mengidentifikasi diri mereka memiliki kepentingan dengan kegiatan konsesi yang menghasilkan serat kayu pulp diidentifikasi, disepakati dan dimintai sarannya (konsultasi) secara reguler. 

Pihak-pihak yang terkena dampak dan yang berkepentingan puas dengan upaya-upaya konsultasi dan hasil konsultasi.

	2.5.1, 2.5.2 dan 2.5.3 serupa dengan K7.6 dan IGI yang berhubungan dengan keterlibatan pemangku kepentingan.
	Standar CW mewajibkan konsultasi dalam keadaan terbatas terkait penguasaan lahan dan hak penggunaan lahan, dan hutan dengan nilai konservasi tinggi.

CW 40-005 memiliki lampiran B yang menetapkan persyaratan minimum untuk konsultasi pemangku kepentingan



Kategori Kinerja 3: Tata Kelola Korporat yang Ber tanggung Jawab

	Tata Kelola Korporat yang Bertanggung Jawab

Produsen pulp dan kertas memastikan bahwa aktivitas mereka, suppliernya dan pemilik konsesi pengelola dan kontraktor pemasok menunjukkan tanggung jawab korporat terhadap lingkungan, sosial, tata kelola dan persyaratan legalitas, dan melakukannya secara transparan sehingga dapat dilakukan monitor dan verifikasiyang independen, laporan terpublikasikan yang memenuhi kriteria dan indikator berikut:
	Perbandingan dengan Standar FSC FM atau Controlled Wood 

Ketika K&I membahas "serat yang berasal dari pemasok" dan diarahkan pada tindakan-tindakan pengelola hutan, perbandingannya menggunakan dua standar FSC FM dan standar FSC CW 30-010. Ketika K&I membahas terus berlanjutnya pembelian pasokan oleh produsen pulp & kertas yang membeli pasokan dari pengelola hutan, perbandingannya menggunakan standar FSC CW 40-005.



	Kriteria Kinerja
	Indikator Verifikasi
	Perbandingan dengan Standar FSC FM
	Perbandingan dengan Standar FSC CW

	Kebijakan perusahaan dan prosedur operasi standar untuk pengelolaan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan bertanggung jawab secara sosial dipublikasikan dan dilaksanakan.

Sebagian besar telah dicakup oleh standar FSC FM

Tidak dicakup oleh standar FSC CW
	Ada kebijakan perusahaan dan SOP yang memenuhi persyaratan tata kelola lingkungan, sosial dan tata kelola korporat yang diuraikan dalam dokumen ini dan tersedia dan untuk umum. (indikator ini mempengaruhi Track 4 roadmap APP)

Ada tim yang mampu ditugaskan untuk menerapkan kebijakan dan SOP dan rencana pengelolaan terkait di tingkat kesatuan pengelolaan hutan dan yang kinerjanya untuk mewujudkan hasil sosial dan lingkungan yang lebih baik secara rutin dievaluasi dan diberi penghargaan/sanksi yang sesuai. (indikator ini mempengaruhi Track 4 roadmap APP)

Pihak-pihak yang berkepentingan dan terkena dampak telah dimintai sarannya tentang kebijakan dan SOP terkait. (indikator ini mempengaruhi Track 4 roadmap APP)

Kebijakan dan SOP sedang diterapkan. (indikator ini mempengaruhi Track 4 roadmap APP)


	3.1 mirip dengan K7.1 yang mensyaratkan berbagai kebijakan. IGI 7.1.3 mensyaratkan adanya ringkasan kebijakan dalam rencana pengelolaan

Tidak ada persyaratan dalam standar FSC yang terkait dengan staf atau dengan audit kinerja staf.

3.1.3 serupa dengan K 7.6 yang mensyaratkan konsultasi dalam perencanaan pengelolaan, yang mencakup kebijakan dan SOP.

3.1.4 serupa dengan sejumlah persyaratan FSC dalam Prinsip 10 yang berkaitan dengan penerapan kebijakan, praktik dan SOP.
	Tidak ada persyaratan CW yang terkait dengan kebijakan dan prosedur perusahaan, atau dengan tim dan rencana pengelolaan untuk menerapkannya.

	 Seluruh pemasok kayu pulp serta konsesi-konsesi terkait mereka dan seluruh sumber serat kayu pulp dan pulp lainnya diidentifikasi dan diungkap dan penelusuran sumber serat kayu pulp tercapai 100%.

Tidak dicakup oleh standar FSC FM

Sebagian telah dicakup oleh standar FSC CW
	Produsen pulp dan kertas mengidentifikasi seluruh konsesi yang dimiliki atau dikelola oleh mereka dan seluruh pemasok serat kayu pulp lainnya dalam rantai pasok nasional dan global mereka serta salinan lengkap dari Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) mereka diungkap kepada publik setiap tahunnya.


Seluruh konsesi, termasuk yang memasok kayu dan yang tidak memasok kayu tetapi dimiliki atau dikelola oleh produsen bersangkutan, dan semua sumber serat kayu pulp atau pulp lainnya kepada produsen diidentifikasi dan rincian utama mereka tersedia bagi pihak yang berkepentingan dan terkena dampak termasuk namun tidak terbatas pada:
i. nama perusahaan atau entitas lain yang mendapatkan izin konsesi atau produksi;
ii. luas, lokasi, dan deliniasi spasial semua batas wilayah konsesi atau area produksi;
iii. lisensi (tanggal penerimaan, tanggal kadaluarsa); dan,
iv.  salinan lengkap RKU, RKT, AMDAL terbaru[footnoteRef:26]. (indikator ini mempengaruhi semua Track roadmap APP) [26:  Selain itu, data-data berikut tentang seluruh konsesi dan seluruh pemasok kayu lainnya harus disediakan jika diminta:
v.;luas area bersih yang telah ditanami dan yang dapat ditanami disertai rincian tegakan berdasarkan klas usia; 
vi. rencana pemanenan dan volume realisasi panen dan hasil dari seluruh species perkebunan dan kayu keras tropis campuran (MTH) selama periode pelaporan;  
vii. area yang dibuka selama periode pelaporan; dan,
viii. royalti yang dibayar.] 


Produsen pulp memiliki prosedur lacak balak yang kuat untuk memastikan tidak ada serat kayu pulp yang memasuki rantai pasok dari pemasok atau sumber yang tidak diketahui atau tidak terverifikasi. (indikator ini mempengaruhi Track 3 & 4 roadmap APP)

	Persyaratan-persyaratan ini tidak dibahas dalam standar FM atau FSC FM-CW. Namun, 3.2.1, 3.2.2 dan 3.2.3 adalah persyaratan serupa dalam standar CoC FSC yang berlaku untuk pabrik pulp. CoC mewajibkan identifikasi seluruh pemasok yang masuk.

Persyaratan CoC tidak mengharuskan agar rincian tersedia bagi pihak yang berkepentingan.

3.2.3 serupa dengan persyaratan FSC COC yang harus diselesaikan sebagai bagian dari evaluasi FM.
	CW 30-005 dan 40-010 keduanya mewajibkan identifikasi seluruh kesatuan pengelolaan hutan yang menjadi sumber pasokan kayu. Tidak ada persyaratan untuk laporan pasokan kayu.

Informasi rinci harus dipelihara namun tidak ada persyaratan untuk membuka rincian ke publik.


3.2.3 jenis pelacakan yang diwajibkan oleh standar CW.

	Audit rutin oleh pihak ketiga yang kredibel memverifikasi kemajuan terhadap tanggung jawab lingkungan dan sosial.[footnoteRef:27] [27: Lihat Bagian III – Standar Minimum untuk Audit yang Ketat, Independen dan Dapat Dipercaya] 


[bookmark: _Hlk497064661]Sebagian besar telah dicakup oleh standar FSC FM

Sebagian telah dicakup oleh standar FSC CW
	Audit reguler independen oleh pihak ketiga yang kredibel dengan masukan yang tepat dari semua pihak yang berkepentingan dan terkena dampak dilakukan setiap tahun terhadap operasi semua pemasok serat kayu pulp. Audit mengikuti metodologi verifikasi yang ditentukan dalam kerangka kerja ini dan memverifikasi bahwa tindakan mereka sah dan menghasilkan hasil yang sesuai dengan Kriteria Kinerja dan Indikator Verifikasi ini. (indikator ini mempengaruhi semua Track roadmap APP)


Hasil audit tersedia untuk umum dan mengungkapkan struktur kepemilikan perusahaan dan pemilik perusahaan sesungguhnya (beneficial owner). (indikator ini mempengaruhi Track 5 roadmap APP)

Ketidakpatuhan yang teridentifikasi segera ditangani dan pada saat audit ulang akan memverifikasi apakah masalah atau kesenjangan yang teridentifikasi telah ditangani secara memadai (indikator ini mempengaruhi Track 5 roadmap APP)


Produsen pulp dan kertas menghentikan kontrak pasokan serat apabila audit mengidentifikasi terjadi ketidakpatuhan yang tinggi atau aktivitas yang tidak sah. (indikator ini mempengaruhi Track 3, 4 & 5 roadmap APP)

Tidak ada klaim publik mengenai kepatuhan terhadap kebijakan keberlanjutan perusahaan dibuat tanpa verifikasi independen sebelumnya yang tersedia untuk umum. (indikator ini mempengaruhi semua Track roadmap APP)

	3.3.1, 3.3.2 dan 3.3.3 serupa dengan sistem FSC yang menyediakan kerangka kerja untuk audit dan standar audit yang diwajibkan untuk memverifikasi kepatuhan terhadap persyaratan FSC. Ada audit untuk memverifikasi kinerja untuk memperbaiki ketidakpatuhan (3.3.3)

Laporan ringkasan publik tentang audit diwajibkan dalam FSC. Tidak ada persyaratan untuk pengungkapan struktur kepemilikan perusahaan audit.

Persyaratan audit FSC menetapkan batasan 3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun untuk memperbaiki ketidakpatuhan yang teridentifikasi, tergantung pada besar atau kecil skalanya. Audit untuk memastikan penyelesaian seluruh ketidakpatuhan wajib dilakukan.

3.3.4. FSC tidak mewajibkan produsen untuk menghentikan kontrak dengan pemasok.

3.3.5 Tidak ada persyaratan serupa di FSC
	FSC mewajibkan audit tahunan dalam sistem CW.

Ringkasan publik dari laporan audit tersedia untuk umum.

 Ketidakpatuhan yang tinggi akan mengakibatkan penangguhan sertifikat CW.

3.3.4. FSC tidak mewajibkan produsen untuk menghentikan kontrak dengan pemasok.


	3.4  Produsen pulp dan kertas memiliki pasokan serat kayu pulp jangka panjang yang berkelanjutan, dan bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan .

Sebagian telah dicakup oleh standar FSC FM

Tidak dicakup oleh standar FSC CW

	3.4.1 Produser telah menyelesaikan analisis independen tentang pasokan serat jangka panjangnya dengan menggunakan metodologi yang diakui dunia internasional[footnoteRef:28]  dan produsen memberikan asumsi yang mendasarinya, sumber data, proses verifikasi data, dan hasilnya dalam laporan yang tersedia untuk umum. (indikator ini mempengaruhi Track 4 roadmap APP) [28:  Contohnya, lihat Varmoda et. al. Sustainability of Wood Supply: Risk Analysis for a Pulp Mill in Guangxi, China . (https://www.iufro.org/download/file/5908/4668/385-398_pdf/) yang menguraikan banyak masalah-masalah kunci dalam perencanaan pasokan kayu dan penilaian risiko yang perlu dipertimbangkan oleh pabrik pulp.] 

3.4.2 Analisis independen mengkonfirmasikan bahwa pasokan serat kayu pulp berkelanjutan dalam jangka panjang. (indikator ini mempengaruhi Track 4 roadmap APP)

3.4.3 Analisis independen yang tersedia untuk publik mengenai pasokan kayu jangka panjang produsen mencakup rencana kontinjensi apabila hutan tanaman gagal mencapai hasil yang diproyeksikan atau rusak/hancur karena kebakaran, hama dan penyakit atau keadaan lainnya. (indikator ini mempengaruhi Track 4 roadmap APP)

3.4.4 Produsen tidak memasang kapasitas produksi pulp baru atau kapasitas tambahan kecuali ada analisis dampak lingkungan (AMDAL) dan rencana pasokan serat jangka panjang yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial dan telah diverifikasi secara independen dan tersedia untuk pemantauan independen. (indikator ini mempengaruhi Track 4 roadmap APP)

3.4.5 Produsen pulp dan kertas tidak mendatangkan kayu keras tropis campuran (MTH) dari sumber manapun untuk produksi pulp, produksi energi, atau keperluan lainnya.

	3.4.1, 3.4.2 dan 3.4.3 serupa dengan K5.2 dan IGI 5.2.1 dan Instruksi untuk pengembang standar re K5.2

3.4.3. Tidak ada persyaratan untuk analisis publik dalam FSC

3.4.4. Tidak ada persyaratan serupa dalam FSC, walaupun IGI 5.2.3 mensyaratkan bahwa penebangan oleh Organisasi tidak boleh melebihi tingkat yang berkelanjutan. Ketentuan-ketentuan ini kemungkinan tidak akan mencakup pemasok.

3.4.5. Tidak ada persyaratan serupa dalam FSC. Sertifikasi FM dapat diterapkan pada hutan kayu keras tropis campuran.
	CW tidak mewajibkan analisis pasokan serat jangka panjang, atau tindakan yang terkait dengan keberlanjutan pasokan, hanya mewajibkan pengetahuan lengkap tentang asal pasokan dan analisis risiko pasokan termasuk pemanenan ilegal

	3.5 Produsen pulp dan kertas berasosiasi dengan Forest Stewardship Council.

[bookmark: _Hlk497055584]Telah dicakup oleh standar FSC FM

Telah dicakup oleh standar FSC CW

	3.5.1 Produsen dan pemasok pulp dan kertas masih terasosiasi dengan FSC. (indikator ini mempengaruhi semua Track roadmap APP)

3.5.2 Produser telah membuat komitmen publik untuk mencapai sertifikasi FSC menggunakan Standar Pengelolaan Hutan untuk semua sumber serat/ bahan bakunya. (indikator ini mempengaruhi semua Track roadmap APP)



	Sebuah organisasi yang terdisasosiasi tidak dapat mengajukan sertifikasi tanpa sebelumnya mengakhiri disasosiasi
	

	3.6 Produsen pulp dan kertas dan pemasok kayu pulp mereka secara terbuka mengidentifikasi pemegang saham, komisaris dan direksi mereka; dan melaporkan secara terbuka pembayaran pajak, PNPB (penerimaan negara bukan pajak, termasuk royalti, retribusi dan biaya untuk produksi kayu dan kayu pulp) dan seluruh transaksi keuangan pihak terkait.

Sebagian telah dicakup oleh standar FSC FM

Sebagian telah dicakup oleh standar FSC CW
	3.6.1 Produsen dan semua pemasok mengungkapkan jajaran direksi, komisaris dan pemegang saham mereka. (indikator ini mempengaruhi Track 3 roadmap APP)

3.6.2 Produsen dan semua pemasok memiliki kebijakan yang tersedia untuk publik yang mewajibkan pengungkapan penuh dan akurat dari pembayaran pajak, pembayaran PNBP, dan semua transaksi keuangan pihak terkait.

3.6.3 Pembayaran seluruh pajak dan retribusi yang diwajibkan termasuk tanggal pembayaran dan penjelasan tentang produk apa dan berapa jumlahnya dibuka kepada umum.

3.6.4 Tidak ada bukti tentang penggelapan pajak, kegagalan membayar PNBP, dan/atau transaksi pihak terkait yang tidak dilaporkan. (indikator ini mempengaruhi Track 3 roadmap APP)

	Tidak ada persyaratan FSC untuk mengungkapkan jajaran direksi, dll. Dan seluruh persyaratan FSC hanya merujuk pada Organisasi, tidak ke semua pemasok.

Tidak ada persyaratan FSC untuk kebijakan yang mewajibkan pembukaan informasi pajak.

3.6.3 dan 3.6.4 serupa dengan IGI 1.3.2 yang mensyaratkan "pembayaran ... tepat waktu* dari seluruh biaya yang ditentukan oleh hukum yang terkait dengan pengelolaan hutan.* Lampiran A untuk Prinsip 1 mencakup daftar pajak yang berlaku, termasuk "biaya panen, nilai tambah, pajak penjualan dan pajak penghasilan dan keuntungan". Lampiran A Prinsip 1 juga merujuk pada penghindaran pajak melalui tax havens. Persyaratan FSC tidak mewajibkan tanggal atau jumlah pembayaran.

	Tidak ada persyaratan CW untuk mengungkapkan jajaran direksi dan sebagainya, hanya nama dan alamat pemasok.

"Tabel A. Daftar minimum dari undang-undang, peraturan, serta perjanjian, konvensi dan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi" dalam Lampiran A mengacu pada "Pembayaran royalti dan PPN biaya panen dan pajak penjualan dan Pajak penghasilan dan keuntungan lainnya".

	[bookmark: _Hlk497058907]3.7 Produsen pulp dan kertas, konsesi yang dimiliki atau dikelola dan pemasok pulpwood mereka tidak terlibat dalam kegiatan yang korup, tidak etis atau ilegal.

[bookmark: _Hlk497056459]Telah dicakup oleh standar FSC FM

Telah dicakup oleh standar FSC CW
	3.7.1 Produsen, konsesi terkait dan semua pemasok memiliki kebijakan yang dibuka kepada publik yang melarang segala bentuk korupsi dan aktivitas ilegal lainnya termasuk penawaran atau penerimaan pembayaran yang tidak semestinya, suap atau hadiah. (indikator ini mempengaruhi Track 3 dan 4 roadmap APP)

3.7.2 Tidak ada bukti adanya korupsi, penggelapan pajak, pencucian uang, penipuan atau aktivitas ilegal yang melibatkan produsen, konsesi terkait dan semua pemasok. (indikator ini mempengaruhi Track 3 dan 4 roadmap APP)


	[bookmark: _Hlk497058928]Korupsi dan kegiatan ilegal lainnya yang disebutkan oleh 3.7.1 dan 3.7.2 dicakup oleh P1 Lampiran A (lihat perbandingan dengan standar CW FSC).

3.7.1 serupa dengan K 1.7 yang merujuk pada kebijakan yang dibuka kepada publik yang berkaitan dengan suap, penawaran atau penerimaan uang atau bentuk korupsi lainnya.

3.7.2 serupa dengan IGI 1.7.4 yang mensyaratkan agar tidak ada penyuapan, pemaksaan atau tindakan korupsi lainnya. IGI 1.7.4 tidak sespesifik 3.7.2.

Persyaratan FSC hanya mengacu pada Organisasi, tidak pada konsesi dan pemasok terkait.

	"Tabel A. Daftar minimum dari undang-undang, peraturan, serta perjanjian, konvensi dan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi" dalam Annex A merujuk pada korupsi, penyuapan, penggelapan pajak, yang berkaitan dengan berbagai aspek operasi, termasuk izin konsesi, izin panen, pembayaran royalti dan biaya panen, klasifikasi spesies/jumlah/kualitas, perdagangan luar negeri dan harga transfer.

	3.8 Produsen pulp dan kertas menetapkan dan menggunakan Mekanisme Keluhan yang transparan, mudah diakses dan dapat dipertanggungjawabkan untuk pelaporan, verifikasi dan penyelesaian sengketa, pelanggaran kebijakan dan konflik.

 Sebagian telah dicakup oleh standar FSC FM

Tidak dicakup oleh standar FSC CW
	3.8.1 Sistem untuk menangani pengaduan dan keluhan tersedia untuk umum dan telah disetujui bersama pihak yang berkepentingan dan terkena dampak. (indikator ini mempengaruhi Track 3 & 4 roadmap APP)

3.8.2 Sistem yang dimaksudkan di atas menyediakan prosedur yang jelas dan diketahui dengan kerangka waktu yang ditetapkan untuk setiap tahapan. (indikator ini mempengaruhi Track 3 & 4 roadmap APP)

3.8.3 Informasi tentang keluhan dilaporkan kepada publik dan sistem yang dimaksudkan di atas memberi informasi kepada pihak-pihak yang mengadu tentang perkembangan proses dan menyertakan ketentuan bagi pihak yang berkepentingan untuk ikut serta dalam verifikasi keluhan. (indikator ini mempengaruhi Track 3 & 4 roadmap APP)


3.8.4 Sistem yang dimaksudkan di atas mencakup opsi-opsi:
i. akses terhadap saran hukum dan saran teknis yang independen;
ii. dukungan dari perwakilan masyarakat setempat; dan
iii. mediasi pihak ketiga (indikator ini mempengaruhi Track 3 & 4 roadmap APP)

3.8.5 Sistem yang dimaksudkan di atas diimplementasikan dan keluhan ditangani sampai pihak terkait merasa puas. (indikator ini mempengaruhi Track 3 & 4 roadmap APP)

	3.8.1 dan 3.8.2 serupa dengan persyaratan penyelesaian sengketa dalam K 1.6, 2.6 dan 4.6. Persyaratan FSC mewajibkan adanya proses penyelesaian sengketa, catatan sengketa dan prosedur sengketa yang tersedia untuk umum. IGI 4.6.2 merujuk pada tanggapan yang tepat waktu. K 2.6 merujuk pada keluhan dengan pekerja. K 4.6 merujuk pada keluhan tentang pengelolaan hutan. K7.6 menetapkan persyaratan untuk keterlibatan yang sesuai secara budaya di seputar sengketa.

Persyaratan FSC tidak menyebutkan pelaporan keluhan untuk umum, seperti dalam 3.8.3.

Persyaratan FSC tidak menyebutkan opsi-opsi ini di 3.8.4

3.8.5 serupa dengan IGI 1.6.2 mensyaratkan agar sengketa diselesaikan atau diproses.
	CW mensyaratkan sebuah sistem penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan hak  penguasaan dan penggunaan lahan, namun tidak secara umum




BAGIAN II. Menggunakan Kriteria Kinerja dan Indikator Verifikasi
Salah satu tujuan dari pengembangan Kerangka Kerja Verifikasi Kinerja ini, seperti yang telah dijelaskan dalam Pendahuluan, adalah untuk membantu pembeli dan investor untuk:

· Mengembangkan dan mengkomunikasikan nilai, harapan dan kebutuhan mereka untuk kinerja tata kelola lingkungan, sosial dan tata kelola korporat perusahaan SMG dan RGE, dan memasukkannya ke dalam prasyarat untuk memulai bisnis baru atau ke dalam kewajiban kinerja kontraktual untuk bisnis yang ada.
· Memantau dan mengevaluasi kepatuhan perusahaan SMG dan RGE terhadap prasyarat-prasyarat dan kewajiban-kewajiban kinerja tersebut.

Kerangka Kerja ini memberikan dasar yang berorientasi pada hasil dan dapat diverifikasi untuk menetapkan persyaratan kinerja minimum dan informasi yang dibutuhkan untuk evaluasi dan verifikasi. Kerangka Kerja ini membantu dalam menetapkan dasar kinerja yang akan menunjukkan dengan jelas di mana posisi perusahaan SMG dan RGE, afiliasi dan mitra-mitra pemasok mereka saat ini dan apa sebenarnya yang masih harus mereka lakukan untuk memenuhi persyaratan minimum dan melampauinya untuk menerapkan praktik terbaik.

Pembeli dan investor yang mengadopsi dan menggunakan Kerangka Kerja ini akan berperan aktif dalam menyampaikan nilai-nilainya dengan menetapkan persyaratan minimum yang disertai dengan insentif positif terkait untuk insentif yang lebih baik, dan insentif negatif terkait untuk kegagalan dalam meningkatkan kinerja lingkungan, sosial dan tata kelola korporat oleh perusahaan SMG dan RGE. Ini semua akan mengurangi risiko rantai pasok dan investasi dan membantu mengatasi masalah lingkungan dan sosial yang disebabkan oleh produksi pulp dan kertas SMG dan RGE dalam puluhan tahun operasinya.

Pembeli, investor, LSM dan pemangku kepentingan lainnya yang ingin mengevaluasi kinerja APP dan APRIL memiliki beberapa opsi untuk menggunakan dan menerapkan K&I ini, termasuk dua opsi yang disarankan di sini:

Opsi 1: Terlibat dalam dan Memperkuat Roadmap FSC untuk Mengakhiri Disasosiasi
Pada saat penulisan dokumen ini, FSC masih terus mengembangkan sebuah roadmap untuk mengakhiri disasosiasi SMG dan perusahaan-perusahaan terkait, dengan proses serupa yang direncanakan untuk diikuti RGE. Mengakhiri disasosiasi bisa memakan waktu beberapa tahun dan ketegasan proses verifikasi yang berkaitan dengan penerapan roadmap masih belum terlihat. Pengawasan dan keterlibatan pembeli dan investor sangat penting untuk membantu memastikan agar roadmap cukup kuat dan kinerja dapat diverifikasi secara kredibel.

Setelah berasosiasi kembali, SMG dan RGE dan produk-produk mereka akan tetap kontroversial dan berisiko tinggi setidaknya sampai disertifikasi FSC. Namun bahkan saat itu, produk perusahaan mungkin tetap berisiko karena standar Controlled Wood FSC saat ini dan, pada tingkat yang lebih rendah, standar Pengelolaan Hutan FSC memiliki kesenjangan dalam kriteria dan indikator masing-masing karena keduanya masih belum memadai untuk menangani beberapa bidang risiko utama yang signifikan dalam konteks Indonesia, yaitu lahan gambut tropis, kebakaran, penguasaan lahan, deforestasi oleh pihak ketiga serta transparansi tata kelola dan fiskal korporat.

Meskipun demikian, roadmap FSC dan proses sertifikasi yang potensial memiliki harapan besar jika kriteria dan indikator tambahan ditambahkan dan penilaian yang kuat dilakukan dan mengukur kinerja pemasok terkait dengan bidang-bidang berisiko tinggi yang belum tercakup secara memadai oleh standar FSC saat ini. Kerangka Kerja Verifikasi Kinerja dan K&I yang disajikan di sini mencakup banyak kesenjangan yang ada saat ini dan - bila diterapkan - akan membantu memastikan pengembangan standar FSC Indonesia yang kuat dan roadmap FSC yang kredibel.

Di sinilah pembeli, investor, masyarakat sipil dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan proses yang ketat dan dapat diandalkan bisa mengambil tindakan dengan menggunakan K&I. Proses FSC saat ini mewajibkan uji tuntas dan partisipasi aktif dari pembeli, investor dan pihak lain yang berkepentingan.
 
Opsi 2: Audit oleh Pembeli/Investor
Audit bersama yang independen atau audit pra-kompetitif yang dilakukan oleh pembeli dan investor yang menggunakan Kerangka Kerja ini dan K&I-nya menawarkan jalan lain untuk menilai kinerja SMG dan RGE di semester tengah yang akan menjelang. Sebelum mengakhiri disasosiasi dan dalam kasus di mana kesenjangan tetap belum terselesaikan oleh roadmap dan/atau revisi standar FSC, pembeli dan investor dapat melakukan audit mereka sendiri.

Dalam kedua opsi di atas, K&I dapat digunakan untuk:  
· Menentukan persyaratan dan harapan kinerja minimum dari pembeli dan investor serta insentif positif untuk keberhasilan, serta sanksi untuk kegagalan, untuk mencapai hasil utama dan untuk memenuhi tonggak sejarah dan linimasa terkait.
· Menentukan parameter-parameter utama untuk audit - termasuk seberapa besar contohnya, seberapa besar risiko untuk menerima, bagaimana menangani ketidakpatuhan, seberapa besar ketergantungan terhadap sumber informasi lain - yang semuanya mempengaruhi kompleksitas, biaya dan keandalan audit. .
· Melakukan audit dasar yang akan 
(1) mengukur "kepatuhan" atau "ketidakpatuhan" yang ketat terhadap setiap Indikator yang disajikan dalam dokumen ini sehingga status terkini terhadap Indikator-Indikator tersebut menjadi jelas,
(2) mengajukan Persyaratan Tindakan Korektif Major atau Minor (CAR) untuk "ketidakpatuhan" sehingga langkah-langkah penting yang harus diambil produsen untuk memenuhi persyaratan menjadi jelas, dan
(3) membantu SMG atau RGE mengembangkan rencana aksi terikat waktu yang kredibel yang menyertakan CAR dan untuk menetapkan langkah-langkah, capaian dan tata waktu untuk memenuhi persyaratan dan harapan kinerja minimum yang ditetapkan oleh pembeli dan investor atau untuk menerapkan roadmap FSC dan audit tindak lanjut rutin untuk memantau kemajuan
· Menjadikan proses audit dan hasilnya transparan, membangun sistem pemantauan dan melakukan audit tindak lanjut untuk memverifikasi kemajuan terhadap rencana aksi dan dalam mencapai kepatuhan terhadap persyaratan dan harapan kinerja minimum dan/atau roadmap FSC.
· Mencapai kesepakatan untuk bersama-sama menanggung biaya audit sehingga membantu memastikan independensi dan transparansi.
AGIAN III. Standar Minimum untuk Audit yang Ketat, Independen dan Dapat Dipercaya
Kedua opsi yang dijelaskan dalam Bagian II mengantisipasi audit - baik yang dilakukan menurut persyaratan FSC atau yang ditugaskan oleh pembeli atau investor atau LSM. Setiap audit harus memenuhi standar minimum berikut untuk dapat dipandang sebagai evaluasi yang profesional, ketat dan independen dengan cakupan dan kedalaman analisis yang memadai untuk bisa dianggap dapat dipercaya dan kredibel. Salah satu atribut mendasar dari kedua opsi di atas adalah bahwa keduanya tidak bergantung pada pernyataan produsen/pemasok/pengelola konsesi tentang kinerja dan kepatuhan mereka sendiri.

Panduan di bawah ini memberikan parameter dasar bagi pembeli atau investor untuk melakukan audit independen, untuk mempertahankan auditor dan menyiapkan kerangka kerja acuan untuk audit yang ketat dan dapat diandalkan. Panduan ini mengikuti pedoman umum yang berkaitan dengan komposisi tim audit, kompetensi auditor, independensi, proses audit, dan pelaporan yang ditetapkan dalam berbagai sistem sertifikasi (misalnya Forest Stewardship Council (FSC), Marine Stewardship Council (MSC), Equitable Origin dan oleh lembaga akreditasi dan penetapan standar (misalnya, ISEAL, ISO, IEC).

Besaran dan Komposisi Tim 
· Tim audit harus terdiri dari tiga auditor berkualitas, dengan satu ketua auditor dan dua anggota tim audit.

· Tim audit harus memiliki keahlian dan pengalaman di ketiga bidang yang diaudit - tanggung jawab lingkungan, tanggung jawab sosial dan tanggung jawab tata kelola korporat.

· Setidaknya ada satu anggota tim audit yang fasih berbahasa setempat.

· Setidaknya ada satu anggota tim audit yang tinggal di negara tempat audit dilakukan, atau tinggal di negara terdekat dengan lingkungan hutan yang sama dan kondisi sosial dan perusahaan yang serupa dan memiliki pengalaman kerja di negara di mana bagian-bagian utama audit dilakukan.


Kualifikasi dan Kesesuaian Auditor
· Ketua tim audit harus memiliki sertifikasi sebagai ketua tim dengan ISO 9001 atau yang setara, dan kualifikasi profesional di bidang ilmu kehutanan atau lingkungan atau disiplin terkait.
· Ketua tim audit harus memiliki pengalaman profesional minimal 5 tahun di bidang kehutanan atau pengelolaan lahan terkait dan pengalaman sebelumnya sebagai anggota tim audit dalam sedikitnya 3 audit.
· Anggota tim audit harus memiliki pengalaman profesional minimal 3 tahun dan pengalaman dalam melakukan minimal 3 audit.
· Ketua tim dan anggota tim harus diakui sebagai auditor berkualitas oleh satu atau lebih sistem sertifikasi hutan atau pertanian yang diakui secara internasional.
· Ketua tim dan anggota tim harus menunjukkan kesesuaian diri untuk melakukan audit yang independen, dan tidak ada potensi bias atau konflik kepentingan.
· Anggota tim tidak memiliki catatan terlibat dalam audit kontroversial atau sub-standar.

Independensi dan Tidak Ada Konflik Kepentingan
· Perusahaan atau lembaga sertifikasi yang disewa untuk melakukan audit harus tidak memiliki hubungan bisnis atau kepentingan lain dengan pihak yang diaudit, selain memberikan jasa audit ini, pada saat ini dan paling sedikit dua tahun sebelumnya.

· Ketua tim audit dan anggota tim, yang disewa oleh perusahaan atau lembaga sertifikasi harus tidak memiliki hubungan bisnis atau kepentingan lain dengan pihak yang diaudit, selain sebagai auditor independen, pada saat ini dan paling sedikit dua tahun sebelumnya.

· Ketua tim dan anggota tim harus menandatangani sebuah pernyataan bahwa mereka tidak memiliki konflik kepentingan dan bebas dari situasi apa pun yang dapat menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya bias.

· Ketua tim, anggota tim dan perusahaan harus dihormati oleh elemen masyarakat sipil yang harus mereka konsultasikan selama audit ini.

· Pihak yang diaudit harus menandatangani sebuah pernyataan untuk menghormati independensi tim audit dan tidak menggunakan cara-cara legal atau cara lain untuk mempengaruhi temuan tim audit.

Cakupan Audit
· Audit harus mengevaluasi kepatuhan oleh produsen terhadap semua indikator dalam kerangka kerja verifikasi kinerja ini dalam suatu wilayah geografis yang telah ditetapkan.

· Pihak yang diaudit dan wilayah geografis tersebut harus diidentifikasi dengan jelas dan diverifikasi secara independen.

· Audit harus melibatkan kegiatan di lapangan, tinjauan dokumen, wawancara dengan pihak yang berkepentingan dan terkena dampak, dan kerjasama dengan spesialis. Temuan tentang kepatuhan atau ketidakpatuhan terhadap persyaratan yang ditetapkan dalam Kriteria Kinerja dan Indikator Verifikasi ini harus didasarkan pada bukti-bukti hasil kerja ini.

· Kegiatan lapangan dimaksud harus didasarkan pada prosedur pengambilan sampel yang teridentifikasi dan kredibel dan harus mencakup keragaman lokasi lapangan dan wawancara dengan pemangku kepentingan yang memadai untuk mencakup semua aspek operasi pihak yang diaudit dan mencerminkan keragaman lokasi dan situasi di dalam wilayah geografis yang ditentukan.

Proses Audit
· Kegiatan audit harus mencakup pemberitahuan di muka kepada produsen dan pihak yang berkepentingan dan terkena dampak.

· Ketua tim audit harus menyiapkan rencana audit yang menjelaskan lingkup geografis, metodologi yang digunakan, proses dan tata waktu audit, dengan masukan dari pihak yang berkepentingan dan terkena dampak serta pakar independen atas persetujuan produsen dan penyokong dana audit. Rencana audit harus memastikan bahwa perusahaan dan pemasok SMG dan RGE akan menyediakan akses ke lokasi, dokumen dan staf perusahaan secara tepat waktu selama proses audit.

· Ketua tim audit harus melakukan pertemuan pembukaan untuk menjelaskan cakupan dan prosedur audit dan rapat penutupan untuk menginformasikan produsen dan penyokong dana audit tentang temuan-temuan mereka.

· Wawancara dengan pihak yang berkepentingan dan terkena dampak harus dilakukan hanya setelah mereka memberikan persetujuannya untuk diwawancarai.

· Wawancara dengan pihak yang berkepentingan dan terkena dampak harus melindungi identitas pihak-pihak tersebut dan harus dilakukan tanpa sepengetahuan atau keikutsertaan produser.

· Ketua tim audit harus memberi kesempatan kepada produsen untuk menanggapi temuan audit dalam draf laporan sebelum menyusun laporan akhir.

· Ketua tim audit harus menyediakan draf laporan untuk keperluan tinjauan kepada pembeli, investor, atau pihak lain yang menugaskan audit tersebut sebelum menyelesaikan laporan akhir.

Pelaporan Audit
· Laporan audit yang lengkap, yang memberikan evaluasi kepatuhan terhadap setiap Indikator Verifikasi, harus disediakan bagi pembeli.

· Minimal, ringkasan laporan lengkap yang tersedia untuk umum harus memberikan evaluasi kepatuhan dan tindakan korektif terkait terhadap setiap Indikator Verifikasi dan harus mengidentifikasi semua Indikator yang tidak dipatuhi. Laporan lengkap bisa disediakan bagi pihak yang berkepentingan.

· Laporan akhir, yang tersedia untuk umum, harus:

· memberikan evaluasi terhadap kinerja untuk memenuhi ketidakpatuhan yang teridentifikasi dalam laporan audit sebelumnya dan saran-saran untuk tindakan perbaikan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang masih ada.

· mengidentifikasi dan secara jelas menggambarkan lingkup geografis dari audit dan mengidentifikasi auditor dan kualifikasi mereka.

· Menjelaskan lokasi-lokasi yang dikunjungi, dokumen-dokumen yang ditinjau, dan proses pelibatan pihak yang berkepentingan dan terkena dampak serta spesialis.

· tersedia dalam waktu 60 hari sejak penyelesaian kerja-kerja lapangan dari proses audit.

BAGIAN IV. Daftar Istilah
Pihak yang terkena dampak – Semua pihak (orang atau kelompok) yang mungkin terkena dampak oleh operasi atau kegiatan pengelolaan hutan, namun tidak mencakup Masyarakat Adat atau komunitas lokal yang memiliki hak legal, hak komunal atau hak adat.

Terhubung (berasosiasi) dengan Forest Stewardship Council - Tidak dikeluarkan (terdisasosiasi) dari FSC berdasarkan Kebijakan Asosiasi (Policy for Association) dan merupakan anggota FSC atau pemegang sertifikat FM, CW atau FSC CoC.

Auditee - Pihak  yang diaudit (subjek dari kegiatan audit).

Auditor - Seseorang yang benar-benar berkualifikasi untuk melakukan audit terhadap seperangkat persyaratan atau standar tertentu.

Perwakilan Masyarakat - Seseorang yang dipilih oleh, atau ditunjuk oleh, sebuah komunitas atau oleh pemimpin komunitas terpilih untuk mewakili komunitas tersebut, dan yang kewewenangannya untuk mewakili diketahui dan diterima oleh mayoritas anggota komunitas tersebut.

Konsesi – Penguasaan lahan hutan yang legal yang dimiliki oleh produsen pulp dan kertas atau pemasok kayu pulp termasuk seluruh area hutan tanaman, hutan alam, non-hutan, lahan basah, area yang disisihkan untuk kepentingan lingkungan atau bidang tanah lainnya dalam batas penguasaan lahan yang legal.

Sesuai secara budaya - Sarana/pendekatan untuk menjangkau kelompok sasaran yang selaras dengan adat istiadat, nilai, kepekaan, dan cara hidup masyarakat sasaran.

Degradasi - Proses yang dilakukan oleh manusia yang menurunkan kualitas hutan alam dengan menghilangkan beberapa bagian atau komponen hutan, sementara membiarkan bagian lainnya tetap berdiri.
 
Deforestasi - Proses yang dilakukan oleh manusia yang melibatkan pembukaan total hutan alam atau konversi dari hutan alam ke penggunaan lahan non-hutan lainnya, termasuk hutan tanaman.

Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan - Suatu kondisi hukum di mana seseorang atau suatu komunitas dapat dikatakan telah memberi persetujuan atas suatu tindakan sebelum tindakan itu dimulai, berdasarkan pengetahuan dan pemahaman yang jelas atas fakta, implikasi dan konsekuensi masa depan dari tindakan tersebut, dan memiliki semua fakta yang relevan pada saat persetujuan diberikan. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan mencakup hak untuk memberikan, merubah, menahan (tidak memberikan) atau menarik persetujuan.

 (Sumber: Berdasarkan makalah  kerja pendahuluan tentang prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan Masyarakat Adat   (…) (E/CN.4/Sub.2/AC.4/2004/4 8 July 2004 roadmap APP) dari Sesi Ke-22 Komisi Hak Asasi Manusia PBB, Subkomisi Promosi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia, Kelompok Kerja Masyarakat Adat, 19-23 Juli 2004 roadmap APP). Lihat juga http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2016/01/rspo-free-prior-and-informed-consent-fpic-companies-2015-english.pdf.

Gas rumah kaca - Konstituen gas dari atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan radiasi pada panjang gelombang tertentu dalam spektrum radiasi terestrial yang dipancarkan oleh permukaan bumi, atmosfer itu sendiri, dan oleh awan.

Hutan Stok Karbon Tinggi - Area yang diidentifikasi memiliki stok karbon tinggi menurut penilaian yang memenuhi persyaratan-persyaratan yang diuraikan dalam "The High Carbon Stock Approach Toolkit 2.0: Putting No Deforestation into Practice” (Toolkit Pendekatan Stok Karbon Tinggi 2.0: Mempraktikkan Nol Deforestasi", yang dirilis pada tanggal 3 Mei 2017. http://highcarbonstock.org/the-hcs-approach-toolkit/   2
015
Hutan dengan Nilai Konservasi Tinggi – Area yang diidentifikasi memiliki nilai konservasi tinggi menurut penilaian yang memenuhi persyaratan-persyaratan dalam Pedoman Identifikasi Nilai Konservasi Tinggi di Indonesia. Toolkit HCV - Indonesia, versi tahun 2009. https://www.hcvnetwork.org  

Hak Asasi Manusia - Hak yang melekat pada semua manusia, apapun kewarganegaraan, tempat tinggal, jenis kelamin, asal negara atau etnis, warna kulit, agama, bahasa, atau status lainnya.

Masyarakat Adat - Orang dan kelompok yang dapat diidentifikasi atau dicirikan sebagai berikut:
• Karakteristik atau kriteria utama adalah identifikasi diri sebagai Masyarakat Adat di tingkat individu dan penerimaan sebagai anggota oleh komunitas bersangkutan
• Memiliki kesinambungan sejarah dengan masyarakat pra-kolonial dan/atau pra-pemukim
• Memiliki hubungan yang kuat dengan wilayah dan sumber daya alam sekitarnya
• Memiliki sistem sosial, ekonomi atau politik sendiri 
• Memiliki bahasa, budaya dan kepercayaan sendiri 
• Membentuk kelompok masyarakat yang tidak dominan
• Tetap memelihara dan mereproduksi lingkungan dan sistem leluhur mereka sebagai masyarakat dan komunitas yang khas.

(Sumber: Diadaptasi dari Forum Permanen PBB tentang Masalah-Masalah Adat, Lembar Fakta ‘Siapa Masyarakat Adat itu’, Oktober 2007; Kelompok Pembangunan PBB, ‘Pedoman untuk Masalah-Masalah Adat’ PBB 2009, Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, 13 September 2007).

Pihak yang berkepentingan - Seseorang atau sekelompok orang yang telah menunjukkan ketertarikan atau mengidentifikasi dirinya memiliki kepentingan dengan operasi dan kegiatan pengelolaan hutan.

Hak hukum atau hak adat - Hak hukum sesuai dengan legislasi primer (undang-undang nasional atau daerah) atau legislasi sekunder (peraturan, keputusan, perintah, dll.) Dan 'Legal' mencakup keputusan berbasis peraturan yang dibuat oleh badan yang berwenang secara hukum di mana keputusan tersebut diturunkan secara langsung dan logis dari hukum dan peraturan yang berlaku. Hak Adat dihasilkan dari serangkaian panjang kebiasaan atau tradisi, yang terus berulang, yang telah, lewat pengulangan tersebut dan penerimaan tanpa protes secara terus-menerus, memperoleh kekuatan hukum dalam sebuah kesatuan geografis atau sosiologis.

Komunitas Lokal - Komunitas dari segala ukuran yang tinggal di dalam atau berdekatan dengan Kesatuan Pengelolaan, dan juga yang tinggal cukup dekat untuk membawa dampak signifikan terhadap ekonomi atau nilai lingkungan dari Kesatuan Pengelolaan tersebut atau yang tinggal cukup dekat sehingga ekonomi, hak atau lingkungannya secara signifikan terkena dampak oleh kegiatan pengelolaan atau aspek biofisik dari Kesatuan Pengelolaan tersebut.

Pasokan serat jangka panjang - Pasokan serat kayu pulp yang diproyeksikan akan tersedia untuk jangka waktu minimal 20 tahun.

Hutan Alam - Kawasan hutan yang memiliki banyak karakteristik utama dan elemen-elemen penting dari ekosistem asli, seperti kompleksitas, struktur dan keanekaragaman hayati, termasuk karakteristik tanah, flora dan fauna, di mana hampir semua pohon merupakan spesies asli, tidak diklasifikasikan sebagai hutan tanaman. Hutan alam tidak mencakup lahan yang tidak didominasi oleh pepohonan, yang sebelumnya bukan hutan, dan yang belum mengandung banyak karakteristik dan elemen-elemen ekosistem asli.

Lahan gambut – Area yang tertutup air dan basah, yang memiliki akumulasi material organik yang besar di permukaan, yang ditutupi oleh lapisan vegetasi yang jarang yang berkaitan dengan tingkat keasaman tertentu, dan yang menghadirkan warna kuning yang khas.

Produser - Entitas korporat yang memproduksi atau menghasilkan hasil hutan dari serat kayu mentah atau kayu bulat yang berasal dari pepohonan di hutan.

 (Merasa) puas - Bukti yang menunjukkan bahwa pihak atau masyarakat adat dan komunitas lokal yang berkepentingan atau terkena dampak secara umum mendukung, atau tidak menentang, hasil dari proses konsultasi atau penyelesaian sengketa

Studi Dasar Sosial - Kumpulan dan analisis informasi yang komprehensif yang menyediakan basis informasi tentang kondisi sosio-ekonomi yang digunakan untuk memantau dan menilai kemajuan dan efektivitas suatu kegiatan selama pelaksanaannya dan setelah kegiatan tersebut selesai.

Pemangku kepentingan – Semua orang atau kelompok yang diketahui atau yang mengidentifikasi diri sendiri memiliki kepentingan dengan atau terpengaruh oleh perencanaan dan operasi pengelolaan hutan.

Pemasok - Pemilik atau pengelola hutan yang memasok serat kayu pulp ke produsen pulp dan kertas.

